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PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

B, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang




Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
" telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor $5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
. Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan
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17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

. Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

~ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

- tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan

Hidup  Strategis Dalam Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018

- tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
19. Peraturan



19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009
Nomor 1 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan

. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa

~ Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 92);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

~ Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN
2019-2024.

Pasal 1



(1)

(2)

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika
sebagai berikut:

a.
b.
c.

Bab I Pendahuluan;
BabIl  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BabIll Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah;

d. BabIV Tujuan dan Sasaran;

o
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BabV  Strategi dan Arah Kebijakan;

BabVl Rencana Program dan Kegiatan Serta

Pendanaan;
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
Bab VIII Penutup.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana
Strategis:
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Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penelitian dan Pengembangan;

- Badan Penghubung Daerah Provinsi;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

j. Badan
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Badan Koordinasi Wilayah  Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur I Madiun;

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur II Bojonegoro;
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

 Pembangunan Provinsi Jawa Timur III Malang;

°

Badan Koordinasi Wilayah  Pemerintahan dan
Pembangunan Provinsi Jawa Timur IV Pamekasan;
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan

- Pembangunan Provinsi Jawa Timur V Jember;
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Dinas Pendidikan;
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

- Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya;
Dinas Sosial;

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Kependudukan;
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

. Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

~ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Dinas Kelautan dan Perikanan;
Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan;

Dinas Kehutanan;

. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;
mm.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial;

Biro Hukum;

qqg. Biro



qq. Biro Perekonomian;

rr. Biro Pengadaan Barang/Jasa;

ss. Biro Administrasi Pembangunan;

tt. Biro Organisasi,;

uu. Biro Umum;

vv. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
ww. Sekretariat DPRD;

xx. Satuan Polisi Pamong Praja;

yy. Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
zz. Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
aaa. Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;
bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan

ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya




Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 September 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PKpVINSI JAWA TIMUR
> 4la Biro Hukum

JEMPIN MARBUN SH, MH
- Pembma Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 52 SERI E.



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:
Inspektorat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
Badan Pendapatan Daerah;
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
Badan Kepegawaian Daerah;
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Badan Penelitian dan Pengembangan,;
Badan Penghubung Daerah Provinsi;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur I Madiun;
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l. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur II Bojonegoro;

m. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur III Malang;

n. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur IV Pamekasan;

o. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur V Jember;

p. Dinas Pendidikan;

q. Dinas Kesehatan;

r. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

s. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;

t. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;

u. Dinas Sosial;

v. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

w. Dinas Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Kependudukan,;

X. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
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Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Kepemudéan dan Olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Perkebunan;

Dinas Peternakan;

Dinas Kehutanan;

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial,;

Biro Hukum;

Biro Perekonomian;

Biro Pengadaan Barang/Jasa;

Biro Administrasi Pembangunan,;

Biro Organisasi;

Biro Umum;

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol;
Sekretariat DPRD;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya;
Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang;
Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun;

bbb. Rumah Sakit Haji Surabaya; dan
ccc. Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.



Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 tersebut dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan
aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan mulai dari promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif secara berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan hal
tersebut diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019-2024
adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh
komponen Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) nya dalam
mewujudkan visi, misi, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan selama
kurun waktu lima tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi 2019-2024 didasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Renstra tersebut
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu (a)
perumusan Kkebijakan teknis di bidang kesehatan; (b) penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; (c) pembinaan dan
pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka mewujudkan Visi
Gubernur Jawa Timur “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera,
Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif
Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”, dengan Misi ke-3 yaitu
Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Jawa Timur Yang Meliputi Jaminan Kesehatan,

Jaminan Pendidikan Serta Membangun Kedaulatan Pangan. Lebih lanjut Renstra Dinas

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



Kesehatan Provinsi Jatim juga merupakan sinergisme Perencanaan Pembangunan
Kesehatan Nasional dan Renstra Kementrian Kesehatan 2019-2024.

Penyusunan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui suatu
tahapan proses membangun komitmen dan kesepakatan para pelaksana tugas di Dinas
Kesehatan, UPT dan kesepahaman dengan lintas sektor atau pemangku kepentingan
lainnya termasuk didalamnya dengan para pelaksana pembangunan kesehatan dari
kabupaten/kota melalui sistem asistensi, fasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi yang
mendalam dan berulang-ulang hingga tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan. Asistensi
dilakukan dengan melibatkan pihak institusi pendidikan dalam hal ini adalah
pendampingan penyusunan renstra oleh tim ahli dari Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang. Kegiatan penyusunan renstra ini juga di fasilitasi penuh
oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur selaku koordinator dalam penyusunan dokumen
penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi. Koordinasi dilakukan
dengan mengundang Lintas Program dan UPT beserta Bappeda untuk membahas
rancangan renstra Dinas Kesehatan. Disamping itu, koordinasi juga dilakukan dengan
melibatkan lintas sektor untuk mendapatkan masukan terkait pelaksanaan
pembangunan kesehatan lima tahun kedepan.

Renstra ini merupakan komitmen Dinas Kesehatan untuk berusaha mencapai
sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja yang telah disepakati yang nantinya
merupakan laporan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur
Jawa Timur dan Masyarakat Jawa Timur. Disamping itu Renstra merupakan acuan bagi
seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan kesehatan
yang bersifat koordinatif, integratif, sinergis, dan sinkron satu dengan lainnya.

Renstra ini juga menjadi acuan untuk pengembangan rumah sakit provinsi dan UPT
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur lima tahun kedepan. Tantangan kedepan, salah
satunya adalah beberapa rumah sakit khusus direncanakan akan menjadi rumah sakit
umum. Demikian juga dengan UPT pendidikan yang secara kewenangan bukan
kewenangan provinsi sehingga harus dilakukan penutupan, maka terhadap UPT
tersebut akan dilakukan pengalihan fungsi untuk memperkuat UPT yang lain.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan hasil analisis
isu strategis yang dijabarkan dalam sasaran, program dan kegiatan yang dirinci

pertahun selama 5 tahun. Untuk itu Renstra merupakan pedoman yang penting dalam
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penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan monitoring serta evaluasi Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-nya.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan:

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur;

Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan agar seluruh program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan
UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terarah dan fokus
sehingga tujuan pembangunan kesehatan Jawa Timur dapat terlaksana dengan

sebaik-baiknya.
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Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur dan UPT-nya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

a. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan
daerah dibidang kesehatan.

b. Sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT-
nya.

c. Sebagai upaya sinergisme dan sinkronisasi segala upaya-upaya pembangunan
kesehatan di Dinas Kesehatan dan UPT-nya.

d. Sebagai arahan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait

berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Definisi Renstra Perangkat Daerah
- Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah
- Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan
Renstra prov/kab/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah
1.2 Landasan Hukum
Berisi UU, PP, permen, perda, dll yang menjadi acuan penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam urusan pemerintah daerah
- Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan fungsi &

tugasnya
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- Capaian-capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
periode sebelumnya
- Capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya
- Hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi
melalui Renstra Perangkat Daerah
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah
- Struktur organisasi Perangkat Daerah (menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Perangkat Daerah)
- Uraian tugas & fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala
Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- Macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah (sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi
(untuk kabupaten/kota)
- Hasil telaahan terhadap RTRW
- Hasil analisis terhadap KLHS sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan Perangkat Daerah lima tahun mendatang
(macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan

lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
- Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

- Faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah
Terpilih

- Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta
program kepala daerah dan wakil kepala daerah

- Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah (berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah) menjadi salah satu acuan perumusan isu strategis
pelayanan Perangkat Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari
implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

- Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (ditinjau dari
gambaran pelayanan Perangkat Daerah; sasaran jangka menengah pada
Renstra K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah
provinsi/kabupaten/kota; implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat
Daerah; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah)

- Metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rumusan pernyataan dan arah kebijakan
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BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator Kkinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Timur

BAB VIII PENUTUP
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan
Lembaga Teknis Daerah Provisi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
merupakan salah satu unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan di Jawa Timur yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
yang bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Menurut Peraturan Gubernur
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kesehatan
serta tugas pembantuan dan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan mempunyai struktur
organisasi yang terdiri atas:
1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan analisis determinan kesehatan;
b. Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
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d. Koordinasi pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset dan dokumen di UPT;

e. Pengelolaan administrasi keuangan;

f. Pengelolaan administrasi perlengkapan;

g. Pengelolaan aset dan barang milik negara;

h. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

p—n

Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-

undangan;

j.  Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisial) di bidang
kepegawaian;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPT;

l. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

m. Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;

3) Sub Bagian Keuangan.

. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional serta koordinasi di bidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai
fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
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c. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat,
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan,
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga
dan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat,
kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;

e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga; dan

f.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi di

bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular
vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa
dan NAPZA;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan
NAPZA;

c. Pelaksanaan koordinasi di bidang surveilans epidemiologi dan Kkarantina,

pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor,
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penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa dan
NAPZA;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi
dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular
vektor, penyakit zoonotik dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa
dan Narkotika, Psikotropika dan NAPZA;

e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan
karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular
vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, upaya kesehatan jiwa
dan NAPZA; dan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit terdiri dari 3 seksi yaitu:

1) Seksi Surveilans dan Imunisasi

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

. Bidang Pelayanan Kesehatan
Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi serta evaluasi di bidang pelayanan
kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional,
fasilitas pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalulintas, jaminan
kesehatan serta penanggulangan bencana bidang kesehatan. Untuk melaksanakan
tugas dimaksud, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan
jaminan kesehatan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas
pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas,

c. Penanggulangan bencana bidang kesehatan, dan jaminan kesehatan;

d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan

kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas pelayanan

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas, penanggulangan
bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, di bidang pelayanan kesehatan
primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas
pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas,
penanggulangan bencana bidang kesehatan serta jaminan kesehatan;
Pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer,
pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional fasilitas
pelayanan kesehatan, mutu dan akreditasi, kecelakaan lalu-lintas,

penanggulangan bencana bidang kesehatan dan jaminan kesehatan; dan

g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu:

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

3) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Kefarmasian, Alat Kesehatan dan

Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga serta Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai

fungsi:

a.

Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

Pelaksanaan koordinasi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya
manusia kesehatan;

Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat
kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan

sumber daya manusia kesehatan; dan
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f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari 3 seksi yaitu:
1) Seksi Kefarmasian
2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga

3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 yang kemudian di ganti
menjadi Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bahwa UPT Dinas Kesehatan Provinsi
bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan untuk penyakit khusus,
pengembangan pengobatan tradisional, pelatihan petugas kesehatan dan
pendidikan tertentu. Struktur organisasi UPT terdiri dari Kepala dan KTU.

UPT Dinas Kesehatan terdiri dari:

UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu;

UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan;

UPT Rumah Sakit Kusta Kediri;

UPT Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto;

UPT Rumah Sakit Paru Dungus Madiun;

UPT Rumah Sakit Paru Surabaya;

UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;

UPT Rumah Sakit Paru Jember;

© © N o ks W N

UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;

=
(=)

. UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati;

Uy
—_

. UPT Laboratorium Herbal Materia Medica Batu;
. UPT Akademi Gizi Surabaya;

[E
N

UPT Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu

[y
e/

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Umum Karsa Husada Batu mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana dan program rumabh sakit;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit;

Pelayanan medis penyakit;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen,

ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan program;

Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan (litbang) dan diklat;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif) baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya
kesehatan masyarakat di dalam maupun luar gedung di wilayah kerjanya;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2) UPT Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Umum Mohammad Noer Pamekasan mempunyai

fungsi:

-

5 @

L.

Penyusunan rencana dan program rumah sakit ;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit;

Pelayanan medis penyakit;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, ilmu pengetahuan
dan teknologi (iptek) dan program;

Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit;
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Penyelenggaraan penelitian, pengembangan (litbang) dan pendidikan dan
pelatihan (diklat);

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif,
kuratif

dan rehabilitatif) baik Upaya Kesehatan Perorangan maupun Upaya
Kesehatan Masyarakat di dalam maupun di luar gedung di wilayah kerjanya;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3) UPT Rumabh Sakit Kusta Kediri

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Kusta Kediri mempunyai fungsi:

ISHI
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Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta;

Pelayanan medis penyakit kusta;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif) baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun di luar
gedung di wilayah kerjanya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
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4) UPT Rumabh Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Kusta Sumberglagah Mojokerto mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana dan program rumah sakit kusta;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit kusta;

Pelayanan medis penyakit kusta;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit kusta;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat (promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif) baik UKP maupun UKM di dalam gedung maupun di luar
gedung di wilayah kerjanya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

5) UPT Rumabh Sakit Paru Dungus Madiun

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Paru Dungus Madiun mempunyai fungsi:

a.

b.

@
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Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru;

Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru;

Pelayanan medis penyakit paru;

Penyelenggaan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaran pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru;

Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;
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Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

k. Pelaksanaan ketatausahaan;

1.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

6) UPT Rumah Sakit Paru Jember

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Paru Jember mempunyai fungsi:

a.

b.

-
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Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru;

Pelayanan medis penyakit paru;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberkulosis paru;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif baik UKP maupun UKM di dalam gedung
maupun di luar gedung di wilayah kerjanya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yg di berikan Kepala Dinas.

7) UPT Rumabh Sakit Paru Surabaya

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Paru Surabaya mempunyai fungsi:

a
b.

C.

d.

e.

Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru;
Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru;
Pelayanan medis penyakit paru;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;
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Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, IPTEK dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberkulosis paru;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik UKP maupun UKM di
dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yg di berikan Kepala Dinas.

8) UPT Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana dan program rumah sakit paru;

Pengawasan dan pengendalian operasional rumah sakit paru;

Pelayanan medis penyakit paru;

Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

Pelaksanaan pelayanan kesehatan umum masyarakat;

Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;

Penyelenggaraan pelayanan rujukan pasien, spesimen, iptek dan program;
Penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan kegiatan rumah sakit paru;
Penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan diklat;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program;

Pelaksanaan ketatausahaan;

Pelaksanaan pembinaan wilayah di bidang teknis medis tuberkulosis paru;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan paru masyarakat yang meliputi promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif baik ukp maupun ukm di dalam gedung
maupun di luar gedung di wilayah kerjanya; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yg di berikan kepala dinas.
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9) UPT Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Tmur mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas dimaksud,

Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, mempunyai fungsi:

a.

Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian operasional program
pemerintah berkaitan dengan kesehatan mata masyarakatyang ditugaskan
kepada Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur, terutama Program
Pemberantasan Kebutaaan Nasional (PPKN) serta program pendukungnya;
Pelaksanaan pelayanan kesehatan mata masyarakat yang meliputi
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik UKP maupun UKM di
dalam gedung maupun di luar gedung di wilayah kerjanya yaitu
Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur;

Pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan bedah sentral
dan gawat darurat dengan berorientasi pada pelayanan komunitas;
Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis di bidang
kesehatan mata masyarakat;

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna di bidang
kesehatan mata;

Pelaksanaan kemitraan, sosialisasi, advokasi peningkatan program di
bidang kesehatan mata masyarakat dengan segenap komponen masyarakat
termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam dan luar negeri dengan
sasaran Kabupaten/Kota se Jawa Timur;

Pelaksanaan wurusan ketatausahaan termasuk pengelolaan keuangan,
kerumahtanggaan dan kehumasan baik secara mandiri maupun di bawah
koordinasi Dinas Kesehatan; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

10) UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu

Melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan

laboratorium herbal serta pengembangan tanaman obat dan pelayanan

masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, UPT Laboratorium Herbal

Materia Medica Batu mempunyai fungsi :
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Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;

Pelaksanaan pelayanan laboratorium tanaman obat;

Pelaksanaan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;
Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium dan produk tanaman obat;
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat
tradisional untuk mendukung fungsi penapisan

Pelaksanaan pengembangan keilmuan tanaman obat dan obat tradisional;
Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan promosi tanaman obat dan
obat tradisional;

Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama di bidang
pengembangan tanaman obat dan obat tradisional;

Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

11) UPT Akademi Gizi Surabaya

Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Akademi Gizi Surabaya mempunyai fungsi:
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Penyusunan rencana dan program UPT Akademi Gizi Surabaya;
Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Gizi Surabaya;
Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan di bidang gizi;
Pelaksanaan penelitian di bidang gizi;

Pelaksanaan pengembangan bidang gizi dan pengabdian masyarakat;
Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;

Pembinaan, monitoring dan evaluasi program;

Penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu dan menyiapkan bahan
akreditasi pendidikan tinggi;

Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kehumasan dan protokol,
dan kebijakan internal; dan

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
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13) Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang
Melaksanakan sebagian tugas Dinas. Untuk melaksanakan tugas

dimaksud, Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati Lawang, mempunyai

fungsi:

a. perencanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kesehatan,
masyarakat dan kelompok potensial;

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur kesehatan,
masyarakat dan kelompok potensial;

c. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan dan pengendalian
mutu diklat;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan diklat;

e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan metode dan teknologi
kediklatan;

f. pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengembangan sarana dan
prasarana pelatihan;

g. pelaksanaan kegiatan pengembangan infrastruktur kediklatan;

h. pengembangan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program;

i. pelaksanaan tugas operasional pelatihan dan pemberian pelayanan dan
administrasi dan penyediaan sarana prasarana pelatihan;

j- pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengembangan metode dan
pelaporan pelatihan;

k. pelaksanaan sosialisasi iptek kesehatan;

. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program pelatihan;

m. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, ketatausahaan,
kepegawaian, kehumasan dan protokol serta keuangan; dan

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Dengan ditetapkannya 11 UPT (kecuali UPT Balai Materia Medica) Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Kerja maka 12

UPT tersebut diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.
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2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Jumlah SDM di Dinas Kesehatan Provinsi dan UPTnya sampai tanggal

31 Desember 2018 sebanyak 1.322 orang, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Jabatan

No. Jabatan Jumlah
1 | Struktural Eselon II 1
2 | Struktural Eselon III 15
3 | Struktural Eselon IV 45
4 | Fungsional :

1) Analis Kepegawaian 1
2) Apoteker 16
3) Arsiparis 1
4) Aisten Apoteker 39
5) Bidan 15
6) Dokter 152
7) Dokter Gigi 10
8) Dosen 4
9) Epidemiolog Kesehatan 1
10) Fisioterapis 3
11) Nutrisionis 20
11) Okupasi Terapis 1
12) Ortosis Prostetis 2
13) Peneliti 2
14) Pengelola Pengadaan 2
Barang/Jasa
15) Penyuluh Kesehatan 7
Masyarakat
16) Perancang Peraturan 1
Perundang-undangan
17) Perawat 287
18) Perawat Gigi 2
19) Perekam Medis 5
20) Pranata Komputer 1
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No. Jabatan Jumlah
21) Pranata Laboratorium 28
Kesehatan

22) Radiografer 18
23) Refraksionis Optisien 4
24) Sanitarian 7
25) Teknisi Elektromedis 13
26) Widyaiswara 14

5 | Staf 605

Jumlah 1322
Tabel 2.2

Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Golongan

No. Jabatan Jumlah
1 | Golongan IV 143
2 | Golongan III 783
3 | Golongan II 381
4 | Golongan I 15
Jumlah 1322
Tabel 2.3

Kekuatan SDM Dinkes Provinsi Jawa Timur
berdasarkan tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 S3 5
S2 226
Magister Kesehatan 83
Magister Gizi

Magister [lmu Politik

Magister Keperawatan

Magister Kesehatan dan

Keselamatan Kerja 1
Magister Kesehatan Lingkungan 1
Magister Kenotariatan 1
Magister Psikologi 2
Magister Hukum 1
M.Si 16
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No

Tingkat Pendidikan

M.Sos

MARS

MHSM

MKM

MM

MMA

MMKes

MMR

MMRS

MPH

MPPM

MPS

MSc

M.Sos

MT

Spesialis Anak

Sp.B

Spesialis Farmasi Rumah Sakit

Spesialis Obstetri & Ginekologi

Sp. Konservasi Gigi

R, WN R RIS RN VR~

Spesialis Mata

—_
—_

Spesialis Orthopedi dan
Traumatologi

w

Spesialis Paru

Spesialis Patologi Klinis

Spesialis Radiologi

Spesialis Saraf

Sp. THT-KL

Spesialis Anestesiologi

Spesialis Kulit dan Kelamin

Spesialis Penyakit Dalam

Sp. PD-FINASIM

Sp. PM Biomed

NIRI NN DWW o N

S1/DIV

423

Dokter

87

Dokter Gigi

24

Apoteker

24
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No Tingkat Pendidikan Jumlah
Sarjana Kesehatan Masyarakat 58
Sarjana Keperawatan Ners 52
Sarjana Sains Terapan 27
Sarjana Gizi 12
Sarjana Kebidanan 2
Umum 137

4 DIII 353
Keperawatan 212
Kebidanan 11
Kesehatan Lingkungan 9
Gizi 18
Radiologi 15
Analis Kesehatan 16
Teknik Elektromedik 9
Farmasi 11
Fisioterapi 2
Laboratorium Medik 2
Ortotik Prostetik 2
Okupasi Terapi 1
Perekam Medik 4
Refraksi Optisi 4
Anastesi 1
Umum 36

5 DI 18

6 SLTA 275

7 SLTP 14

8 SD 8

Jumlah 1322

2.2.2 SDM di UPT Dinas Kesehatan Provinsi

Jumlah SDM UPT Dinkes Provinsi Jatim pada tahun 2018 menurut data
kepegawaian Dinkes Provinsi Jatim sebanyak 1.026 orang dengan uraian

sebagai berikut :
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Tabel 2.4

Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur berdasarkan Jabatan

No. UPT Es III f:; Staf JUMLAH
1. RS Kusta Sumberglagah 1 3 123 128
2 RSU Karsa Husada Batu 1 3 171 175
3 RS Paru Jember 1 3 99 103
4 RS Paru Dungus Madiun 1 2 74 77
5 RS Paru Surabaya 1 3 136 140
6 RS Paru Manguharjo 1 2 46 49

Madiun
7 RSU M Noer Pamekasan 1 3 46 50
8 Latkemas Murnajati 1 2 49 52
9 Rumah Sakit Mata 1 3 60 64
Masyarakat Surabaya

10 | RS Kusta Kediri 1 3 82 86
11 | Akademi Gizi Surabaya 1 2 35 38
12 | Akademi Perawat Madiun 1 1 32 34
13 | Laboratorium Herbal 1 2 28 31

Materia Medica
Jumlah 13 32 981 1026
Tabel 2.5
Kekuatan SDM UPT Dinkes Provinsi Jawa Timur
berdasarkan Golongan
No. UPT (’;'31 (1;;)11 C;‘l’l G;’l JUMLAH
1. | RS Kusta 3 68 56 1 127
Sumberglagah
2 RSU Karsa Husada 21 97 54 3 175
Batu
3 | RS Paru Jember 2 59 41 1 103
4 | RS Paru Dungus 3 39 33 2 77
Madiun
5 | RS Paru Surabaya 18 81 41 0 140
6 | RS Paru Manguharjo 3 32 14 0 49
Madiun
7 | RSUM Noer 2 27 21 0 50
Pamekasan
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Gol Gol Gol Gol
No. UPT v I I JUMLAH
8 | Latkemas Murnajati 11 27 12 2 52
9 | Rumah Sakit Mata 8 41 15 0 64
Masyarakat Surabaya
10 | RS Kusta Kediri 3 55 26 2 86
11 | Akademi Gizi 6 31 1 0 38
Surabaya
12 | Akademi Perawat 23 7 3 34
Madiun
13 | Laboratorium Herbal 3 19 9 0 31
Materia Medica
Jumlah 84 572 356 14 1026

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Hingga tahun 2018, jumlah aset tetap Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

Timur tercatat sebagai berikut :

Tabel 2.6
Daftar Aset Tetap Dinkes Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Kode Bidang Pembidangan Jml Satuan Nilai(Rp)
01 Golongan Tanah 25 Bidang 130.113.500.000
0101 Tanah 25 Bidang 130.113.500.000
02 Golongan Peralatan Dan Mesin 49.139.641.889
Alat-Alat Besar 42 Buah/Set 1.574.019.250
Alat - Alat Angkutan 126 Buah 6.073.544.000
Alat Bengkel Dan Alat Ukur 99 Buah 600.028.473
Alat Pertanian 2 Buah/Set 1.544.170.160
Alat Kantor Dan Rumah Tangga 7 Buah 17.751.076.035
Alat Studio Dan Alat Komunikasi 465 Buah 2.456.408.717
Alat-Alat Kedokteran 244 Buah 3.018.295.602
Alat Laboratorium 401 Buah 15.122.099.652
Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 0 Buah 0.0
03 Golongan Gedung Dan Bangunan 147 Buah 42.265.813.063
Bangunan Gedung 147 Buah 42.265.813.063
Monumen
04 Golongan Jalan, Irigasi Dan Jaringan 11 Buah 462.643.722
Jalan Dan Jembatan 1 Buah 19.928.744
Bangunan Air Irigasi 0 Buah 0
Instalasi Buah 290.696.438
Jaringan 3 Buah 152.018.540
05 Golongan Asset Tetap Lainnya 860 B‘};}L{) Sret 270.966.122
Buku Dan Perpustakaan 849 Buah/Set 265.046.122
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Kode Bidang Pembidangan Jml Satuan Nilai(Rp)
Barang Bercorak Kebudayaan 11 Buah/Set 5.920.000
Hewan Ternak Serta Tanaman 0 Ekor 0.0
Golongan Konstruksi Dalam
06 . 0
Pengerjaan
Jumlah 222.252.564.796

2.2.4 Unit Usaha yang Masih Operasional

Tabel 2.7
Daftar Unit Usaha Dinkes Provinsi Jawa Timur Yang Masih Operasional Tahun 2018

No Unit Usaha Jumlah Satuan
1 | Kantin 2 Unit
2 | Koperasi Karyawan 2 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengukur Kkinerja pelayanan perangkat daerah, Dinas Kesehatan
menjelaskan dalam dua indikator yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
capaian indikator impact dan capaian Indikator Kinerja yaitu capaian indikator
outcome dari upaya pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan
jajaran kesehatan diseluruh Provinsi Jawa Timur. Capaian tersebut yang dilaporkan
Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur Jatim dan masyarakat. Jatim capaian

indikator-indikator tersebutadalah sebagai berikut:
2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Kesehatan merupakan indikator impact dari semua
kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator tersebut diwakili dengan beberapa
indikator yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Persentase
Stunting, Angka Harapan Hidup (AHH), Persentase Rumah Sakit Terakreditasi,
Persentase RFT Kusta, Persentase penderita HIV yang mendapat ARV dan Persentase

Keberhasilan Pengobatan TB
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Tabel 2.8 (T-C 23)
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

TARG | TARGET TARGET RENSTRA SKPD THN KE- REALISASI CAPAIAN THN KE-

NO INDIKATOR ET |INDIKATOR

KINERJA IKK | LAINNYA | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
(1) (2) 4 (5) (6) (7) 8 | O | A0) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)

1 |Angka 97,29 197,19 | 97,09 | 96,99 | 96,89 | 89,60 | 91,00 | 91,92 | 91,45
Kematian Ibu
(AKI)

2 |Angka 27,23 | 26,48 | 25,61 | 24,74 | 23,87 | 24,00 | 23,60 | 23,10 | 23,10
Kematian Bayi (2017)
(AKB)

3 |Persentase 282 | 272 | 262| 252 | 25 |27,10]2610]|2670| 22
Stunting

4 | Angka Harapan 70,80
Hidup (AHH) 70,70 | 70,70 | 70,82| 70,94 | 71,06 | 70,68 | 70,74 | 70,80 (2017)

5 |Persentase
Rumah Sakit 9,30 | 63,4 | 74,0 | 83,42
Terakreditasi

6 |Persentase RFT 90 | 91 91 | 91,5 91 | 90 | 91,1 | 90
Rate Kusta

7 | Persentase
penderita HIV 77 | 78 | 80 | 86 77 | 798 | 80 | 93
yang mendapat
ARV

8 | Persentase
keberhasilan 91 91 91 91 91 90 90 91
pengobatan TB

Sumber BPS dan Laporan Program

1. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0
tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau probabilitas bayi

meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu

kelahiran hidup).
Tabel 2.9. Angka Kematian Bayi (AKB)
Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018
Angka Kematian Bayi (AKB) 24.00 23.60 23.10 3301?

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur
Tingginya angka kematian bayi dipicu karena asfiksia dan berat badan bayi
lahir yang rendah, dibawah 2.500 gram. Berdasarkan tabel diatas, Angka Kematian
Bayi (AKB) di Jawa Timur cenderung menurun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun
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terakhir yaitu periode 2015-2017. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang
dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan. Untuk data tahun

2018 belum ada data dari BPS Provinsi Jawa Timur.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan kematian perempuan pada saat
hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lama dan
tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya,

dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain) per

100.000 kelahiran hidup
Tabel 2.10 Angka Kematian Ibu (AKI)
Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018
Angka Kematian Ibu (AKI) | 89.60 91.00 91.92 91,45
per 100.000 kelahiran hidup

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur masih
cenderung naik dalam periode 3 (tiga) tahun ini, yaitu tahun 2015-2017, namun
pada tahun 2018 mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Hal ini
memerlukan kerja keras dari semua pihak dalam upaya menurunkannya, dimana
pada Tahun 2018 ini diharapkan AKI bisa memenubhi target yang diharapkan pada
angka 90,9/100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu melahirkan paling banyak disebabkan pendarahan,
hipertensi, dan infeksi. Peningkatan kesadaran bagi ibu yang memiliki resiko tinggi
agar lebih aware, dapat meminimalkan terjadinya komplikasi selama kehamilan

yang diharapkan bisa menekan Angka Kematian Ibu (AKI).

3. Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup menunjukkan rata-rata tahun hidup yang masih akan
dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun

tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku.
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Tabel 2.11 Angka Harapan Hidup (AHH)

Indikator

Tahun

2015

2016

2017

2018

Angka Harapan Hidup

70.68

70.74

70.80

70.97

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan Tabel diatas, Angka Harapan Hidup di Jawa Timur cenderung
mengalami peningkatan selama periode 3 (tiga ) tahun ini, yaitu tahun 2014-2017.
Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan
meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Menggambarkan juga
efektivitas pelaksanaan program pembangunan, program sosial, kesehatan,
kecukupan gizi serta program penanggulangan kemiskinan. Untuk data tahun

2018 belum ada data dari BPS Provinsi Jawa Timur.

4. Persentase Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi
yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak
sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan
dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Tabel 2.12 Persentase Stunting

Indikator Tahun

2015 2016 2017 2018

Persentase Stunting

27.10 26.1 26.70 32.8

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, cenderung naik periode 4 (empat) tahun ini, yaitu
tahun 2015-2018. Semua pihak harus berkerja keras dalam menurunkan Stunting.
Masyarakat, pemerintah, institusi kesehatan serta seluruh stakeholder yang

terlibat harus bersinergi menurunkan stunting.

5. PERSENTASE RS TERAKREDITASI
Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang
diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan

oleh menteri kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar
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pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah

sakit secara berkesinambungan.

Tabel 2.13 Persentase RS Terakreditasi

Indikator

Tahun

2015

2016

2017

2018

Persentase RS Terakreditasi

9.30

63.4

74.0

83.42

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan Tabel diatas, Persentase RS Terakreditasi mempunyai
kecenderungan terus meningkat selama periode 4 (empat) tahun terakhir, yaitu

periode tahun 2015-2018).

6. PERSENTASE RFT RATE KUSTA

RFT (Release For Treatment) merupakan angka keberhasilan pengobatan
pada penderita kusta, dimana untuk tipe PB harus meminum obat setiap hari
selama 6 bulan dan MB selama 12 bulan. Karena meminum obat setiap hari dalam
jangka panjang maka bisa terjadi resiko lupa, bosan bahkan berhenti berobat
karena efek samping yang secara estitika kurang menguntungkan (kulit jadi
hitam). Dengan meminum obat secara rutin dan teratur maka dapat memutus

sumber penularan bagi kontaknya dan juga mencegah kecacatan bagi

penderitanya.
Tabel 2.14 Persentase RFT Kusta Rate
Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018
Persentase RFT Rate Kusta 91 90 91.1 90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, Persentase RFT Rate Kusta selama 4 tahun terakhir
berfluktuasi antara 90 - 91%, khusus untuk tahun 2018 laporan dari kabupaten /

kota masih belum lengkap.

7. PERSENTASE PENDERITA HIV YANG MENDAPATKAN ARV
HIV adalah dari Human Immunodeficiency Virus yaitu virus yang menyerang

sistem kekebalan tubuh, yang akan melemahkan kemampuan tubuh dalam
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melawan infeksi dan penyakit. HIV akan berubah menjadi AIDS jika tidak ditata
laksana dengan baik. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap
ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Tabel 2.15 Persentase HIV yang mendapatkan ARV

Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018
Persentase Penderita HIV 77 79.8 80 93
Yang Mendapatkan ARV

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Terapi ARV (Anti Retroviral) yang teratur sesuai dengan SOP
penatalaksanaan pengobatan penderita HIV sangat penting bagi orang dengan HIV
positif, karena akan menekan jumlah virus HIV yang ada di tubuh sekaligus
menjaga kekebalan tubuh.
Berdasarkan tabel diatas, Persentase Penderita HIV yang mendapatkan ARV
semakin meningkat capaiannya selama 4 (empat) tahun ini, yaitu tahun 2015-

2018, sehingga diharapkan bisa menekan penyebaran virus HIV/AIDS.

8. PERSENTASE KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS (TB)
Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh
kuman mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru disebut TBC Paru,
ada juga yang namanya TBC Extra Paru yang menyerang diluar paru-paru. Kuman
TBC mudah menular melalui udara ketika pasien TBC batuk, bersin dan bicara
apabila tidak memakai masker. Penyakit TBC bila tidak diobati secara tuntas dapat
menyebabkan penularan ke orang lain dan juga bisa menyebabkan kematian.

Tabel 2.16 Persentase Keberhasilan Pengobatan TB

Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018
Persentase Keberhasikan 91 90 90 91
Pengobatan TB

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan tabel diatas, persentase keberhasilan pengobatan TBC selama
kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu tahun 2015-2018 sudah mencapai target yang
diharapkan yaitu > 90%. Kegiatan untuk menemukan semua kasus TBC dan

mengobatinya sampai sembuh serta melaporkan kasus tersebut dalam surveilans
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program perlu ditingkatkan pelaksanaannya untuk memutus rantai penularan,
dalam rangka menanggulangi Tuberkulosis dengan harapan eliminasi TBC tahun
2030 dapat tercapai. Program inovatif yang dilakukan dalam rangka meningkatkan
penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan TBC di Jawa Timur adalah Gerakan
120, dimana setiap satu orang pasien TBC wajib dicari dan dilakukan investigasi
kontak eratnya, selain itu juga melibatkan Perawat Ponkesdes dalam

Penanggulangan TBC melalui “Program Pergi Berdansa di Masa Senja”.

2.3.2 Indikator Kinerja Upaya Kesehatan

Indikator kinerja upaya kesehatan Dinas Kesehatan adalah indikator yang
merupakan bagian indikator yang tertuang dalam Renstra 2009-2014, indikator
LAKIP ataupun LKPJ. Indikator tersebut juga untuk menilai  keberhasilan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Jawa Timur. Indikator ini juga
merupakan gambaran capaian outcome yang merupakan capaian kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi, UPT dan jajaran kesehatan lainnya di provinsi/kabupaten/kota
di seluruh Jawa Timur. Kinerja ini merupakan indikator-indikator antara untuk
mencapai indikator impact.

Indikator tersebut dirinci dalam 21 indikator yang target dan pencapaiannya

digambarkan selama 5 tahun seperti dilihat pada tabel 2.18.
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Tabel 2.17

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Provinsi Jawa Timur

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH THN KE-

REALISASI CAPAIAN THN KE-

RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-

INDIKATOR KINERJA
NO SESUAI TUGAS & FUNGSI T[;F;,;ET TAIRK(]‘;ET
PERANGKAT DAERAH 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
M 2) 3) €) (6) ) ®) ©) 10 | an | @2) | (13) | 4 | (15 | (1) | (17 | (18 | (19 | (20)
1 Persentase Desa Siaga Aktif 10 11 12 13 10,9 14,98 17 17,77 20
Purnama Mandiri
2 | Angka Kematian Ibu 97,29 97,19 97,09 96,99 93,53 89,60 91,00 91,92 91,45
3 | Angka Kematian Bayi 27,23 26,48 25,61 24,74 23,87 24,00 23,60 23,10 23,10
(2017)
4 | Persentase E35111tas Kesehatan 9 15 20 25 24,5 23,96 23,53 23,10 22,83
Dasar Sesuai Standar
5 | Persentase Fasilitas Kesehatan
Rujukan Sesuai Standar 65 65 70 75
6 | Persentase Penurunan Kasus 0,7 0,6 05 0,4
Pemasungan
7 | Angka Harapan Hidup 70, 70,80
70,70 70,70 70,82 70,94 71,06 68 70,74 70,80 (2017)
Persentase balita Gizi Buruk 2,1 2 1,9 1,9 0,90 0,76 0,79 0,74 0,77
9 | Persentase Balita Stunting 28,2 27,2 26,2 25,2 25 27,10 26,10 26,70 32,81
10 |Persentase penanggulangan KLB
Skala Provinsi dalam < 24 jam 80 80 80 80
11 | Persentase screening PTM bagi
Penduduk Berisiko Usia > 15 tahun 6 12 18 24
secara kumulasi
12 | Persentase akses air minum
berkualitas
81,5 82 83 84 52,08 58,88 75,53 76,44 81,62
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INDIKATOR KINERJA

REALISASI CAPAIAN THN KE-

- AT TR F T TIZF;%ET TAIRK%ET TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH THN KE- RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
PERANGKAT DAERAH 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
(€Y) (2) 3 “4) (6) Q) (8) 9 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (7} (18) (19) (20)
13 | Persentase Akses Sanitasi dasar 73 75 77 78 443 48,50 66.96 78,6 83,21
(Jamban Sehat)
14 Persentase.z sediaan farmasi yang 68 70 72 74
memenuhi syarat
15 |Persentase alat kesehatan hasil
sampel yang memenuhi syarat
16 | Persentase produk mak'anan hasil 72 74 76 78
sampel yang memenuhi syarat
17 | Rasio dokter spesialis obgyn 1 1 1 1
18 | Rasio dokter spesialis anak 1 1 1 1
19 |Rasio dokter umum 17 19 21 22
20 |Rasio bidan 46 49 52 57
21 |Rasio Perawat 81 86 91 97
22 |Rasio Nutrisionis 5 6 7 7
23 | Persentase masyarakat miskin dan
tidak mampu yang dapat mengakses 10 15 20 35

pelayanan kesehatan dasar
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2.3.3 Analisis Capaian Kinerja Upaya Kesehatan
Pada Tahun 2018 kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang telah dicapai

berdasarkan masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

1. Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI
Persentase Desa Siaga aktif berstrata PURI pada tahun 2017 dengan target sebesar
12% dan terealisasi sebesar 17% atau 141,67%; sudah melampaui target yang
ditetapkan. Keadaan ini dapat dicapai karena kerjasama yang terpadu dari
stakeholder terkait dalam pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada
masa sekarang dititikberatkan pada pembinaan kesehatan bangsa (shaping the health
nations), tidak hanya bertujuan kuratif, namun pencegahan penyakit, perlindungan
keselamatan, dan promosi kesehatan. Desa siaga menggerakkan masyarakat untuk
berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

2. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu pada Tahun 2017 dengan target sebesar 90,9 dan terealisasi
sebesar 92,24 atau 98,5 persen, belum mencapai 100% targetnya.

3. Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar
Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar sesuai standar pada Tahun 2017 dengan target
sebesar 14% (135 Puskesmas) dan terealisasi sebesar 41,7% (402 Puskemas) atau
297,86 persen, dapat melampaui target yang ditetapkan. Fasilitas Kesehatan Dasar
dinyatakan memenubhi standar, jika sudah lulus akreditasi. Sesuai Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; setiap Puskesmas wajib untuk diakreditasi secara
berkala paling sedikit tiga tahun sekali. Akreditasi merupakan salah satu persyaratan
kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bekerjasama
dengan BP]S, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71
tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 6
ayat (2). Dukungan sumber daya dari tingkat pusat maupun daerah diiringi
antusiasme kabupaten kota dalam menyiapkan proses akreditasi, menunjang
keberhasilan capaian kinerja indikator ini

4. Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar
Persentase Fasilitas Kesehatan Rujukan sesuai standar pada Tahun 2017 dengan
target sebesar 75 dan terealisasi sebesar 75 atau 100 persen, mencapai target yang

ditentukan.
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Persentase kasus pemasungan

Persentase kasus pemasungan (penurunan kasus pasung) pada Tahun 2017 dengan
target sebesar 0,5% dan mencapai realisasi 0,9% (419 kasus), sudah mencapai target
yang ditetapkan.

Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk pada Tahun 2017 dengan target sebesar 1,9 dan
terealisasi sebesar 0,74; sudah memenuhi target, dimana pada Tahun 2017 target
prevalensi gizi buruk sebesar 1,9; dan hanya 0,74 balita di Tahun 2017 dengan gizi
buruk. Keberhasilan ini merupakan perwujudan dari kerja keras seluruh stakeholder
dalam pembangunan kesehatan khususnya pada Program Gizi Masayarakat, dengan
melibatkan semua komponen. Pemberian Makanan Tambahan merupakan salah satu
komponen penting dalam mencapai pemulihan gizi. Kepedulian dari keluarga,
masyarakat tenaga kesehatan beserta pemangku kepentingan untuk pelaksanaan
Program Gizi Masyarakat sangat mendukung tercapainya keberhasilan program ini.
Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi Balita Stunting pada Tahun 2017 dengan target sebesar 26,2 dan terealisasi
sebesar 26,7 belum memenubhi target dimana pada Tahun 2017 diharapkan prevalensi
balita stunting sebesar 26,2. Hal ini dipengaruhi oleh asupan gizi pada ibu hamil dan
anak balita kurang seimbang, baik kualitas maupunya kuantitasnya. Selain itu faktor
higiene dan sanitasi serta lingkungan pada keluarga balita mempengaruhi kejadian
kesakitan pada anak balita, sehingga prevalensi balita stunting belum memenuhi
target yang diharapkan.

Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kabupaten/Kota
kurang dari 48 jam

Persentase Penanggulangan KLB Penyakit Menular Prioritas Lintas Kabupaten/Kota
kurang dari 48 jam pada Tahun 2017 dengan target sebesar 80% dan terealisasi
sebesar 80% atau 100 persen, sudah mencapai target yang ditetapkan.

Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi

Persentase skrining PTM bagi penduduk usia >15 tahun secara kumulasi pada tahun
2017 dengan target sebesar 18% dan terealisasi sebesar 11,10% atau 67 persen,
belum mencapai target. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan

upaya untuk pengendalian penyakit tidak menular dengan melakukan skrining atau
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10.

11.

12

deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dengan mengoptimalkan Posbindu
serta melaksanakan surveilans epidemiologi FR PTM. Dalam upaya skrining Penyakit
Tidak Menular dengan selalu melakukan upaya promotif kepada masyarakat
mengingat PTM adalah penyakit yang tidak menimbulkan gejala dan membutuhkan
perjalanan yang panjang dalam manifestasi klinisnya.

Persentase akses rumah tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum
layak/terlindung.

Persentase akses rumah tangga yang memiliki akses terhadap sarana air minum
layak/terlindung pada Tahun 2017 mencapai 87,85 %, atau sebanyak 9.774.093
Angka ini sudah memenuhi dari target yang ditetapkan pada tahun 2017 yaitu sebesar
85 % atau 9.457.006. Hal ini disebabkan karena adanya komitmen pemerintah dan
seluruh stakeholder dalam pembangunan sarana air minum untuk memenuhi target
Universal Access pada tahun 2019 yaitu akses masyarakat terhadap air bersih atau air
layak sebesar 100 % termasuk melalui dana desa sesuai Permenkes No. 22 th 2016
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat.
Persentase akses rumah tangga yg memiliki akses thd. sanitasi dasar/jamban sehat
pada Tahun 2017 mencapai 85,62 %, atau sebanyak 9.525.986 KK/RT. Angka ini sudah
memenuhi target pada tahun 2017 yaitu sebesar 83 % atau 9.234.488. Jamban
merupakan sanitasi dasar penting yang harus dimiliki setiap masyarakat. Masyarakat
harus menyadari untuk menerapkan pola hidup sehat (PHBS), salah satunya dengan

membuat jamban.

. Rasio tenaga kesehatan strategis terhadap jumlah penduduk

- Dokter Spesialis Anak dengan target 1/100.000 penduduk (265 orang) tercapai
sebesar 1/100.000 penduduk (290 orang) atau 100%

- Dokter spesialis Obgyn dengan target 1/100.000 penduduk (363 orang) tercapai
sebesar 1/100.000 penduduk (356 orang) atau 98%

- Dokter Umum dengan target 22/100.000 penduduk (7.832 org) tercapai sebesar
10/100.000 penduduk (3.970 org) atau 51%

- Bidan dengan target 54/100.000 penduduk (19.652 org) tercapai sebesar
46/100.000 penduduk (18.116 org) atau 92%
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- Perawat dengan target 97/100.000 penduduk (34.699 org) tercapai sebesar
84/100.000 penduduk (33.0540rg) atau 95%

13. Persentase kecukupan pembiayaan kesehatan sesuai standar pada Tahun 2017

dengan target sebesar 80% dan terealisasi sebesar 80% atau 100 persen; sudah

mencapai target yang ditetapkan.
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Tabel 2.18 (T-C24)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

ALOKASI

REALISASI

Rasio antara realisasi dan anggaran

Rata-rata pertumbuhan

URAIAN tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi
BELANJA TIDAK LANGSUNG 27,044,516,000 31,248,563,000 45,627,443,600 44,068,970,430 43,973,608,680 25,405,408,314 28,715,619,501 42,137,229,072 39,385,549,545 40,766,345475 | 0939 | 0919 | 0924 | 0894 0927 4,232,273,170 - 1,460,788,672
BELANJA LANGSUNG 94,929,673,800 106,080,055,690 80,615,486,650 75,292,898,000 371,904,178,881 80,577,680,906 84,398,803,429 70,801,417,231 70,710,757,332 91,184,045856 | 0.849 079 | 0878 | 0939 0245 69,243,626,270 - 6,375,593,696
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11,468,920,207 2,676,358,150 3,012,779,650 3,923,489,312 4,315,837,800 9,618,597,888 2,321,106,750 2,859,764,836 3,675,384,588 3896830870 | 0839 | 0867 | 0949 | 0937 0903 1,788,270,602 1,735,559,935
Program Peni Sarana dan Prasarana Aparatur 4,804,937,320 9,664,913,384 7,795,350,209 7,762,843,000 7,124,955,162 45550,619,030 8,948,030,165 7,122,321,262 6,946,820,378 6362020966 | 0.947 0926 | 0914 | 0895 0.893 580,004,461 - 1,278,573,589
;ra‘;gr;im Peninglatan Kapasitas Kelem Pemerintah 204,000,000 2,849,473,030 2,276,208,500 2,726,870,000 3,279,453,910 203,762,640 1,827,883,634 2,045,092,039 2,539,020,752 3,082,697,569 0.999 0.641 0.898 0931 0.940 768,863,478 - 661,427,598
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,907,640,000 3,178,767,804 0.402 1,976,910,000 794,691,951
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5,693,500,000 7,132,445,740 5901,643,849 6,596,960,151 6,184,942,327 4,665,806,802 5,303,638,540 5,100,440,805 6,010,147,207 5505883462 | 0819 | 0744 | 0864 | 0911 0.890 122,860,582 - 616,659,735
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5,000,000,000 4,997,528,450 4,550,000,000 3,001,132,000 1,650,000,000 4,130,910,272 4,271,998,195 3,802,217,960 2,510,329,300 1561,164,626 | 0826 | 0855 0836 | 0836 0946 837,500,000 - 216,654,545
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,200,000,000 2,483,921,900 2,100,000,000 1,462,032,800 3,269,656,900 1,926,959,036 2,208,703,840 1,922,216950 1,350,655,110 3135432666 | 0876 | 0889 | 0915 | 0924 0959 267,414,225 - 139,240,716
Program Upaya Kesehatan Perorangan 1,700,000,000 3,900,046,500 1,259,550,000 1,173,264,800 3,132,586,711 1,295,442,803 2,046,131,045 1,110,818,316 1,070,161,175 2908354953 | 0.762 0525 0.882 0912 0928 358,146,678 - 651,150,924
Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 44,422,876,273 1,370,302,700 2,260,673,500 1,735,653,835 3,269,656,900 40,886,390,760 771,920,350 1,904,296,620 1,647,328,949 3135432666 | 0920 | 0563 0842 0949 0959 10,288,304,843 9,879,022,015
Program Sumber Daya Kesehatan 2,350,000,000 1,941,673,623 0.826 587,500,000 485,418,406
Program Lingkungan Sehat 2,000,000,000 1,823,158,741 0912 500,000,000 455,789,685
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 7,177,800,000 6,355,591,507 0.885 1,794,450,000 1,588,897,877
Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan 49,776,756,890 40,435,804,522 32,473,139,164 1,618,482,097 40,499,370,756 35,402,984,677 32,079,488,027 1,465,564,795 0814 | 0876 | 0988 0.906 404,620,524 -12,444,189,223
Program Pengendalian Penyakit 6,732,902,446 4,114,820,453 5,810,005,380 19,165,259,770 5,330,295,155 3,707,966,188 5,505,139,698 14,925,669,778 0.792 0901 0948 0.779 4,791,314,943 - 1,683,225,612
gz‘r’g:]'e‘:‘;;:éfn";‘::";::g:;‘:‘a]i‘"‘“ dan Evaluasi Dokumen 2,273,603,100 1,073,243,000 1,067,128,165 676,540,400 1,887,256,287 957,302,272 1,017,889,250 622,628,496 0830 | 0892 0.954 0.920 169,135,100 - 568,400,775
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,131,507,000 1,080,000,000 900,000,000 1,840,366,690 1,066,885,241 880,833,465 0.863 0988 | 0979 - - 532,876,750
;r:lf;:;‘l'(efarm“ia“' Alat Kesehatan dan Pengamanan 10,090,296,400 4,755,412,967 6,660,379,393 3,132,586,711 7,142,102,022 3,799,110,065 5,477,559,433 2,908,354,953 0.708 0.799 0.822 0.928 783,146,678 - 2,522,574,100
Program Pelayanan Kesehatan Primer 275,441,619,800 2,676,733,076 0.010 68,860,404,950 -
Program F I Kesehatan Tradisional 2,941,629,288 2,492,824,148 0.847 735,407,322 -
Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 1,400,546,641 1,359,092,831 0.970 350,136,660 -
Program Pembi dan Jaminan Kese 36,946,382,025 36,879,940,931 0998 9,236,595,506 -
Program Pencegahan dan Pengendalian Kusta 986,335,200 975,514,151 0.989 246,583,800 -
Progam Pencegahan dan Pengendalian HIV 737,526,000 605,864,951 0.821 184,381,500 -
Progam Pencegahan dan Pengendalian TB 1,055,424,850 908,199,371 0.861 263,856,213 -
Program Upaya Kesehatan Keluarga 1,977,000,000 1,819,628,216 0.920 494,250,000 -
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra

Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa tantangan yang perlu untuk ditindaklanjuti di

Provinsi Jawa Timur adalah upaya intensif untuk mempercepat penurunan stunting, AKI

(Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi), pengendalian penyakit menular

dan tidak menular serta peningkatan cakupan imunisasi. Faktor determinan kematian ibu

dan bayi serta stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dimana penanganannya
perlu dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Pengendalian penyakit menular dan
tidak menular juga perlu untuk melibatkan lintas sektor dan masyarakat. Tantangan lain
yang juga tidak bisa diabaikan adalah tentang ketersediaan jumlah, jenis, distribusi dan
kualitas tenaga kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan di seluruh wilayah di Jawa Timur, khususnya di daerah terpencil/kepulauan.
Sistem Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengatur upaya mewujudkan derajat
kesehatan setinggi-tingginya bersama masayarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerinatah

Kabupaten/kota melalui Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan Perorangan dan

Upaya Kesehatan Kegawaydaruratan kejadian luar biasa dan bencana. Pemerintah

Provinsi Jawa Timur memiliki 5 RS Provinsi yaitu 4 rumah sakit merupakan RSU yaitu

RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr Saiful Anwar, RSU Haji dan RSUD Dr. Soedono, serta 1 rumah

sakit khusus yaitu RS Jiwa Menur. Disamping itu, terdapat pula 9 RS yang merupakan UPT

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Adanya perubahan regulasi di bidang kesehatan

merupakan salah satu tantangan sekaligus sebagai peluang bagi Dinas Kesehatan, RS

provinsi dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan
pelayanan bidang kesehatan di Jawa Timur.

Adapun pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke
depan, terutama pada UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Pengembangan layanan di rumah sakit yang menjadi UPT Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur, berupa penambahan pelayanan spesialistik tertentu sesuai dengan kelas
rumah sakit;

2. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku;
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Peningkatan kelas rumah sakit dan peningkatan status akreditasi rumah sakit;
Pengembangan rumah sakit di koridor Madura menjadi rumah sakit rujukan regional
di Pulau Madura;

Pengembangan aplikasi pelatihan berbasis online;

UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang berlokasi di Lawang Malang
menjadi pusat pelatihan kesehatan yang berbasis Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM) dan UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati yang berlokasi di Madiun
sebagai pusat pelatihan berbasis klinis keperawatan dan kebidanan. Disamping itu
juga akan dilakukan revitalisasi laboratorium klinis di UPT Pelatihan Kesehatan

Masyarakat Murnajati yang berlokasi di Madiun.
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dari kondisi yang
ada, maka identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi RS adalah
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
(1) (2) (3) (4)
Status Kesehatan Ibu, Bayi, Angka Kematian Ibu - Kualitas pelayanan
dan Anak Balita yang masih (AKI) belum mencapai kesehatan ibu yang
rendah target yang ditetapkan belum memadahi
(cakupan K4 tahun 2017:
89,88 %)

- Belum semua ibu
bersalin melahirkan di

fasilitas kesehatan
(cakupan Pf tahun 2017:
94,08 %)

- Masih ada persalinan
yang ditolong oleh dukun
(data tahun 2017: 2.780

kasus)
- Belum semua ibu nifas
mendapat layanan

berkualitas (cakupan Kf
tahun 2017: 92,89 %)

- Belum semua neonatal
mendapat pelayanan
berkualitas (cakupan KN
lengkap tahun 2017:
96.81 %)

- Pemanfaatan buku KIA
belum optimal, masih
ada ibu hamil yang tidak
memiliki  buku  KIA
sebesar 9.459 ibu.
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NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH

1) (2) (3) (4)
- Belum semua fasilitas
kesehatan

memanfaatkan buku KIA
(klinik 60,57 %; BPM
97,63 %; RS pemerintah
93,94 9% dan RS swasta

79,60 %)
Gizi buruk dan stunting - Rendahnya akses
yang masih terjadi di terhadap makanan
masyarakat bergizi, rendahnya

asupan vitamin dan
mineral, dan buruknya
keragaman pangan dan
sumber protein hewani

- Rendahnya akses
terhadap pelayanan
kesehatan termasuk
akses sanitasi dan air
bersih

Masih Tinggi Angka Akreditasi pelayanan - Jumlah dan Jenis tenaga

Kesakitan kesehatan dasar dan kesehatan di FKTP masih

rujukan masih kurang ada yang belum

untuk mempersiapkan memenuhi standar

Universal Health - Jenis dan jumlah Sarana,

Coverage pada Tahun Prasarana dan  Alat

2019 kesehatan masih ada yang
kurang memenuhi
standar.

- Kurangnya tenaga
pendamping  akreditasi
FKTP di Kabupaten.

- Kurangnya Komitmen
manajemen RS untuk ikut

akreditasi

- Ketersediaan SDM
(dokter spesialis) di RS
kurang

- Mahalnya biaya akreditasi
- Rendahnya kompetensi

tenaga Dinkes
Prov/Kab/Kota akan
akreditasi RS

- Keterbatasan jumlah SDM
di Rumah Sakit untuk
memenuhi standar
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NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

(1)

(2)

(3)

(4)

minimal sesuai klasifikasi
jenis RS

- Tingkat Kepatuhan RS
untuk memenuhi
persyaratan dan
ketentuan dalam ijin
operasional RS  masih
rendah (Kelengkapan
SIP/SIK, Ijin IPAL, TPS B3,
[jin Listrik, Ijin Genset dll)

- Tingkat pemahaman
Manajemen RS tentang
peraturan  perundang-
undangan yang berkaitan
dengan operasional
rumah sakit masih rendah
Jumlah, sebaran, dan - Perecanaan kebutuhan
kualitas tenaga SDM Kesehatan termasuk
kesehatan masih belum di dalamnya tenaga
merata khususnya di kesehatan belum
wilayah Provinsi Jawa dilaksanakan secara
Timur. optimal oleh seluruh
kab/kota termasuk

Provinsi
- Pelayanan spesialistik
belum sepenuhnya
dirasakan oleh

masyarakat di wilayah
tertentu

- Masih kurangnya
pembinaan terhadap
mutu/kualitas tenaga
kesehatan

- Masih kurangnya
pengetahuan dan
keterampilan tenaga
kesehatan

Meningkatnya angka
kesakitan dan angka
kematian akibat penyakit
tidak menular dan
penyakit menular

Cakupan imunisasi rutin
pada bayi masih rendah,

kalaupun tinggi di

Pusk/Kab.ko tetapi tidak

merata di seluruh

desa/kelurahan.

Penyebabnya :

a. Petugas di desa tidak
mengetahui dengan

benar sasaran imunisasi.
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NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

(1)

(2)

(3)

(4)

b. Pemantauan Wilayah
Setempat (PWS) tidak

berjalan

c. Monev paska imunisasi
rutin tidak dilakukan

d. Kegiatan evaluasi paska
Posyandu untuk

kunjungan rumah tidak
dilakukan

Imunisasi Baduta masih
belum menjadi imunisasi
wajib dan rutin.
Penyebabnya :
a. Ortu menolak
imunisasi  lanjutan

karena merasa sudah
lengkap saat usia bayi

b. Petugas imunisasi
desa tidak memiliki
data sasaran Baduta
yang valid

Kondisi Kesehatan

dan masih rendahnya
akses sanitasi dasar

Lingkungan tidak sehat

Masih rendahnya tingkat
pemahaman masyarakat
untuk menjadikan sanitasi
sebagai kebutuhan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur
Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD
2019-2024, dapat dijabarkan faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi

Dinas Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur

Misi Dan Program_ Permasalahan Faktor
No | Gubernur Dan Wakil Pelavanan SKPD
Gubernur Jawa Timur y Penghambat Pendorong
1) 2) (3) (4) (5)
Visi:

Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan
Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat
Gotong Royong
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Misi Dan Program Permasalahan Faktor
No | Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD p
Gubernur Jawa Timur enghambat Pendorong
1) (2) (3) 4) (5)
Misi 2 : 1. Angka Kematian 1. SDM 1. Jumlah SDM
Terciptanya Ibu (AKI) belum Kesehatan bidan dan
Kesejahteraan yang mencapai target belum perawat
Berkeadilan Sosial, yang ditetapkan memadai cukup
Pemenuhan Kebutuhan 2. Fasilitas / | 2. Pergub no 4
Dasar Terutama Sarana tahun 2010
Kesehatan dan prasarana tentang
Pendidikan, belum Ponkesdes
Penyediaan Lapangan memadai
Kerja dengan 3. Sistem
Memperhatikan Rujukan
Kelompok Rentan belum
optimal
Nawabhakti Satya : 4. Pembiayaan
Bhakti 3 : Jatim Cerdas Kesehatan
dan Sehat, yaitu Jawa masih kurang
Timur Cerdas dan 5. Policy/
Sehat, Pelayanan Dasar Regulasi
berkualitas masih kurang
6. Koordinasi
lintas
program
belum
terpadu
2. Prevalensi 1. Adanya 1. Pergub no 63
stunting yang masih kantong- tahun 2011
tinggi kantong gizi tentang PAUD
kurang di holistik
wilayah Jawa integratif
Timur 2. Perdano11
2. Koordinasi tahun 2011
lintas tentang
program Perbaikan
belum Gizi
terpadu
3. Akreditasi 1. Kesiapan 1. Permenkes
pelayanan kesehatan | sarana dan Nomor. 99 tahun
dasar dan rujukan prasarana 2015 tentang
masih kurang untuk | pelayanan Perubahan atas
mempersiapkan kesehatan Peraturan
Universal Health terbatas untuk Menteri
Coverage pada mencapai kelas Kesehatan No 71
Tahun 2019 akreditasi Tahun 2013
tentang
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Misi Dan Program Permasalahan Faktor
No | Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD p
Gubernur Jawa Timur enghambat Pendorong
1) (2) (3) 4) (5)
2. Kebutuhan Pelayanan
anggaran yang Kesehatan pada
cukup besar Jaminan
untuk Kesehatan
pemenuhan Nasional.
akreditasi 2. Meningkatnya
pelayanan tuntutan
kesehatan terhadap jaminan
mutu pelayanan
kesehatan oleh
masyarakat
4. Meningkatnya Perubahan 1. Universal

angka kesakitan dan
angka kematian
akibat penyakit
menular dan tidak
menular

lingkungan yang
begitu pesat yang
dapat

memunculkan re-
emerging disease

Health Coverage
2.Perda HIV no 4
tahun 2005
tentang
Pengendalian HIV
di Jatim

3. Pergub DBD no
20 tahun 2011
tentang
Pengendalian
DBD di Jatim

5. Rendahnya akses
terhadap kualitas
lingkungan sehat

1. Belum semua
kabupaten/kota
memiliki regulasi
yg mengatur
kesling

2. Daerah
berpenduduk
besar dan rumah
yang padat

3. Masyarakat
belum
menjadikan
sanitasi sebagai
kebutuhan

1. Kerjasama
dengan program
penyediaan
sarana sanitasi
lewat IPAL
komunal,
pengelolaan
sampah instalasi
air minum dan
sanitasi sekolah,
sanitasi terminal,
pasar sehat

2. Penggunaan
media tv, media
cetak dan
elektronik, dan
sosial media
untuk promosi
kesling
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Misi Dan Program Permasalahan Faktor
No | Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD p
Gubernur Jawa Timur enghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)
6. Jumlah, sebaran, 1. Belum ada 1. Perda No. 7
dan kualitas tenaga | payung hukum yg | tahun 2014
kesehatan masih mengikat tenaga | tentang Tenaga
belum merata kesehatan untuk | Kesehatan
khususnya di mengabdi 2. Ketersediaan
wilayah Provinsi 2. Tidak ada fasyankes di

Jawa Timur

kewajiban tenaga
kesehatan untuk
mengabdi di
suatu daerah
tertentu

3.
Kecenderungan
lebih tertarik
bekerja di kota
besar daripada di
daerah terpencil
4. Biaya
pendidikan yang
tinggi/mahal

5. Belum adanya
pemetaan
kompetensi dan
kebutuhan
peningkatan
kompetensi
tenaga kesehatan
6. Terbatasnya
dana untuk
peningkatan
kompetensi

seluruh
kabupaten/kota
3. Dukungan
anggaran dari
Pemerintah
Provinsi Jawa
Timur dalam
bentuk Bantuan
Keuangan Bidang
Kesehatan

4. Dukungan
daerah
memberikan
insentif bagi
tenaga kesehatan
yang bersedia
ditempatkan di
daerah terpencil

7. Belum semua
penduduk Jawa
Timur menjadi

1.Jaminan
kesehatan belum
menjadi sebuah

Peraturan
Gubernur Jawa
Timur Nomor 19

peserta Jaminan kebutuhan bagi Tahun 2019
Kesehatan Nasional | masyarakat Tentang
2.Masih banyak | Perubahan Atas
penduduk yang Peraturan
tidak memiliki Gubernur Jawa
persyaratan Timur Nomor 137
lengkap untuk tahun 2018
bisa didaftarkan | Tentang
sebagai peserta Penyelenggaraan
PBI (Penerima Pembiayaan
Bantuan [uran) Pelayanan
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Misi Dan Program. Permasalahan Faktor
No | Gubernur Dan Wakil Pelayanan SKPD P
Gubernur Jawa Timur enghambat Pendorong

(1) (2) (3) 4 (5)
Kesehatan Bagi
Masyarakat
Miskin Provinsi
Jawa Timur

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Kesehatan

Provinsi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan
(Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di
provinsi. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh
Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang
menyebabkan permasalahan di Dinas Kesehatan Provinsi terkait Sasaran Kemenkes
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Sebagai Faktor
Jangka Permasalahan
No -
Menengah Pelayanan SKPD Provinsi PENGHAMBAT PENDORONG
Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
Renstra 1. Lemahnya 1. Belum 1. Akreditasi
Kementerian sinkronisasi sinkronnya institusi
Kesehatan perencanaan dan menu program pendidikan
penganggaran pusat pusat dengan kesehatan
dan daerah dalam hal prioritas daerah | 2. Regulasi
keterkaitan program Belum ada tentang
dan pendanaan standarisasi Internship
2. Kualitas lulusan kompetensi lulusan dokter
tenaga kesehatan lulusan tenaga umum
belum siap pakai kesehatan 3. UU14/2008
3. Efektifitas dan Pernebitan e- dan PP
efisiensi pemanfaatan katalog dan alat 61/2010
anggaran yang kesehatan dari tentang
keterbukaan
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Sasaran

Sebagai Faktor
Jangka Permasalahan
No o
Menengah Pelayanan SKPD Provinsi PENGHAMBAT PENDORONG
Renstra K/L
seringkali tidak tepat LKPP tidak tepat informasi
waktu waktu publik
Akreditasi, sertifikasi Banyak daerah mendorong
dan registrasi menjadi sulit yang tidak tranparansi dan
kewenangan pusat termasuk dalam akuntabilitas
kategori DTPK. kinerja
Regulasi yang pelayanan
diterbitkan kesehatan
Kemenkes hanya
didasarkan pada
standar minimal
belum
mengakomodir
kebutuhan
pengembangan
pelayanan
kesehatan di
Jawa Timur

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Hasil KLHS terkait Permasalahan Faktor
dengan tugas dan fungsi | Pelayanan SKPD

Dinas Kesehatan Penghambat Pendorong

1. Penurunan angka 1. Pembangunan 1. Lemahnya | 1. Sasaran
kematian ibu, bayi, kesehatan Koordinasi Renstra
dan balita dengan belum dengan Kementerian
upaya preventif dan berwawasan sektor Kesehatan
promotif berbasis lingkungan terkait adalah
keluarga 2. Belum ada lingkungan pembangunan

2. Peningkatan juknis tentang 2. Kurangnya berwawasan
kesehatan lingkungan pembangunan kompetensi kesehatan
terutama berwawasan sumber 2. Banyak lintas
permukiman lingkungan daya tenaga sektor
perkotaan dan 3. Belum adanya mempunyai
pedesaan melalui kesatuan gerak tupoksi terkait
pemberdayaan dengan sektor lingkungan
masyarakat/komunit lain dalam
as serta penjaminan peningkatan
keberlanjutan dan lingkungan
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No Hasil KLHS terkait Permasalahan Faktor
dengan tugas dan fungsi | Pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan

Penghambat Pendorong

penguatan modal sehat

3. Meningkatkan akses
cakupan terhadap
layanan air minum
dan sanitasi yang
layak

4. Peningkatan
kesehatan
masyarakat melalui
peningkatan asupan
gizi masyarakat

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023,
skenario rekomendasi isu strategis di bidang kesehatan adalah penurunan angka
kematian ibu, bayi, dan balita dengan upaya preventif dan promotif berbasis keluarga.
Peningkatan kesehatan lingkungan terutama permukiman perkotaan dan pedesaan
melalui pemberdayaan masyarakat/komunitas serta penjaminan keberlanjutan dan
penguatan modal, meningkatkan akses cakupan terhadap layanan air minum dan sanitasi
yang layak serta peningkatan kesehatan masyarakat melalui peningkatan asupan gizi

masyarakat.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Timur
dan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global, nasional, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Timur.

Penentuan isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam
proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
tahun 2019-2024. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan
pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. [su strategis juga diartikan sebagai suatu

kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak
dimanfaatkan

Kriteria penentuan isu-isu strategis pembangunan kesehatan Provinsi Jawa Timur
adalah sebagai berikut :

1) Merupakan permasalahan utama yang sering dikemukakan dan menjadi prioritas bagi
mayoritas pemangku kepentingan utama pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa
Timur.

2) Merupakan permasalahan atau isu utama yang jika ditangani atau dipecahkan secara
simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan
kesehatan Provinsi Jawa Timur lainnya.

3) Merupakan permasalahan yang memiliki dampak luas pada pencapaian target-target
pembangunan Provinsi Jawa Timur di berbagai bidang.

4) Merupakan pernyataan isu utama yang memiliki pengaruh besar atau signifikan
terhadap pencapaian sasaran pembangunan utama di Provinsi Jawa Timur,

5) Merupakan faktor utama yang memiliki daya ungkit signifikan terhadap pencapaian
bidang pembangunan lainnya di Provinsi Jawa Timur.

6) Merupakan tugas dan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang
mana permasalahan utama memang memerlukan intervensi kewenangan, kebijakan

dan implementasi.

Adapun Isu Strategis Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-
2024 adalah:
1. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta
meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
3. Penurunan AKI dan AKB yang lambat
4. Prevalensi stunting yang masih tinggi
5. Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak yang masih rendah dan masih ada

kabupaten/kota yang belum ODF
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6. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis
tenaga
7. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal

8. Belum semua penduduk di Jawa Timur menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Berdasarkan visi dan misi Gubernur Jawa Timur Tahun 2019-2024, maka Tujuan

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat, dengan Sasaran Jangka Menengah adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan

2. Meningkatnya Status Kesehatan Keluarga

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Adapun target dan indikator dari tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel

4.1 (Tabel TC-25)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

KONDISI TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE- KONDISI
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR AWAL AKHIR
TUJUAN/SASARA 1 2 3 4 5 6 (2024)
N 2018 | 2019 | (2020) | (2021) | (2022) | (2023) | (2024)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) () (8) (9) (10) (11) (12)
1 Meningkat Indeks Kesehatan 0,784 0,785 0,786 0,788 0,789 0,790 0,791 0,791
nya derajat
kesehatan Meningkatnya Nilai evaluasi 82,46 82,70 82,94 | 83,18 83,42 83,66 83,90 83,90
masyarakat akuntabilitas implementasi
kinerja Dinas SAKIP Perangkat
Kesehatan Daerah
Meningkatnya Angka Harapan 70,97 71,14 71,38 71,54 71,70 71,86 72,02 72,02
Status Hidup (AHH)
Kesehatan
Keluarga
Meningkatnya Persentase RS 40 50 60 65 70 75 80 80
Akses dan Mutu | yang terakreditasi
Pelayanan paripurna
Kesehatan
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BABV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan,

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang

menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

peran serta masyarakat
2. Peningkatan kualitas
deteksi dini masalah
kesehatan masyarakat
3. Peningkatan mutu tata
kelola program
kesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) 4)
Meningkatnya Meningkatnya Mendorong terciptanya Peningkatan kualitas
derajat akuntabilitas akuntabilitas kinerja penyusunan dan
kesehatan kinerja Dinas Perangkat Daerah sebagai penyajian laporan kinerja
masyarakat Kesehatan salah satu prasyarat untuk Monitoring pencapaian
terciptanya pemerintah yang sasaran strategis atas
baik dan terpercaya penggunaan anggaran
untuk program dan
kegiatan
Meningkatnya 1. Penguatan upaya Peningkatan promotif
Status Kesehatan promotif dan preventif dan preventif di daerah
Keluarga melalui peningkatan dengan melibatkan

seluruh elemen
masyarakat, termasuk
pelaku usaha dan
organisasi masyarakat
Peningkatan deteksi
dini secara aktif pada
sasaran keluarga
dengan risiko masalah
kesehatan masyarakat
dengan pemanfaatan
teknologi tepat guna
Perencanaan dan
pengendalian program
berbasis data dengan
memanfaatkan
teknologi informasi

3. Meningkatnya
Akses dan
Mutu

1. Meningkatkan
kemudahan masyarakat
dalam mendapatkan

Pemanfaatan teknologi
informasi di rumah sakit
melalui smart healthy
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(1) (2) (3) 4)
4. Pelayanan pelayanan kesehatan 2. Penguatan peran Dinkes
Kesehatan yang berkualitas kab/Kota dalam

2. Mendorong fasilitas
kesehatan untuk
meningkatkan mutu
melalui akreditasi 3.

3. Peningkatan pemenuhan
dan pemerataan sumber
daya kesehatan sesuai 4.
standar

melakukan Binwasdal
terhadap faskes untuk
memenuhi standar
Penguatan fasilitas dan
alat kesehatan sesuai
standar

Peningkatan
ketersediaan dan
keterjangkauan sediaan
farmasi yang bermutu
dan efisien
Peningkatan mutu dan
pemerataan SDM
kesehatan

Tabel 5.2

Program Kegiatan Dinas Kesehatan yang Mendukung Nawa Bhakti

NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM KEGIATAN
NOMENKLATUR

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Membuat regulasi yang | Program  Penguatan | Pembinaan Keluarga

dan Sehat mendorong ruang | Kesehatan Masyarakat | Sehat

“Jawa Timur Cerdas dan | laktasi di perkantoran,

Sehat, Pelayanan Dasar | sekolahan dan berbagai

Berkualitas” ruang publik lainnya

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Program Desa Sehat Program  Penguatan | Pembinaan

dan Sehat Kesehatan Masyarakat | kemandirian

“Jawa Timur Cerdas dan masyarakat hidup

Sehat, Pelayanan Dasar sehat

Berkualitas”

Bhakti -3 : Jatim Cerdas
dan Sehat
“Jawa Timur Cerdas dan

Penyediaan Layanan
Gratis Berkualitas
(TANTISTAS)

Program Pembinaan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

1. Penguatan
Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Sehat, Pelayanan Dasar 2. Pelayanan

Berkualitas” Pembiayaan bagi
Masyarakat Miskin

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Pemenuhan redistribusi | Program pengelolaan | Perencanaan dan

dan Sehat tenaga kesehatan | sumber daya | Pengembangan SDM

“Jawa Timur Cerdas dan | terutama di wilayah | kesehatan Kesehatan

Sehat, Pelayanan Dasar | terpencil, tertinggal,

Berkualitas” perbatasan dan

kepulauan
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NAWA BHAKTI SATYA PROGRAM ICON PROGRAM KEGIATAN
NOMENKLATUR
Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Bahari Husada (Rumah | Program Pembinaan | Penguatan Pelayanan
dan Sehat Sakit Terapung) Akses dan Mutu | Kesehatan Primer

“Jawa Timur Cerdas dan
Sehat, Pelayanan Dasar
Berkualitas”

Pelayanan Kesehatan

Bhakti -3 : Jatim Cerdas
dan Sehat

“Jawa Timur Cerdas dan
Sehat, Pelayanan Dasar
Berkualitas”

Penguatan RSU Provinsi
di Madiun dan
memperkuat RS rujukan
Madura dan Tapal Kuda

Program Pembinaan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

Penguatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Bhakti -3 : Jatim Cerdas
dan Sehat
“Jawa Timur Cerdas dan

Konseling dari pintu ke
pintu (KOPIPU)

Program Pembinaan
Akses dan Mutu
Pelayanan Kesehatan

Penguatan Pelayanan
Kesehatan Primer

Sehat, Pelayanan Dasar

Berkualitas”

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Santri Jatim Sehat dan | Program  Penguatan | Pembinaan

dan Sehat Berkah (SAJADAH) Kesehatan Masyarakat | Kemandirian

“Jawa Timur Cerdas dan Masyarakat Hidup
Sehat, Pelayanan Dasar Sehat

Berkualitas”

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Bunda Anak Impian | Program  Penguatan | Pembinaan Keluarga
dan Sehat (BUAIAN) Kesehatan Masyarakat | Sehat

“Jawa Timur Cerdas dan

Sehat, Pelayanan Dasar

Berkualitas”

Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Optimalisasi pemenuhan | Program  Penguatan | Pembinaan Keluarga
dan Sehat ruang laktasi, ramah | Kesehatan Masyarakat | Sehat

“Jawa Timur Cerdas dan

anak dan disabilitas di

Sehat, Pelayanan Dasar | perkantoran, sekolahan,
Berkualitas” dan berbagai ruang
publik yang lain
Bhakti -3 : Jatim Cerdas | Perluasan akses dan | Program Pembinaan | 1. Penguatan
dan Sehat penguatan fasilitas | Akses dan Mutu Pelayanan
“Jawa Timur Cerdas dan | kesehatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Rujukan

Sehat, Pelayanan Dasar
Berkualitas”

2. Penguatan
Pelayanan
Kesehatan Primer
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
yang telah dirumuskan maka Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Timur beserta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 adalah :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan
Kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Anggaran Perangkat Dinas Kesehatan
2) Pengelolaan Administrasi Keuangan
3) Ketatausahaan Dan Kepegawaian
2. Program Penguatan Kesehatan Masyarakat, dengan Kegiatan sebagai berikut :
1) Pembinaan kemandirian masyarakat hidup sehat
2) Pembinaan Keluarga Sehat
3) Pembinaan Kesehatan Lingkungan
4) Pembinaan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan Kegiatan sebagai berikut :
1) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
2) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
3) Surveilans dan Imunisasi
4) Penanggulangan KLB
4. Program Pembinaan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan sebagai
berikut :
1) Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer
2) Penguatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
3) Penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
4) Pelayanan Pembiayaan bagi Masyarakat Miskin
5) Penguatan Pelayanan Kesehatan Tradisional
5. Program Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Perencanaan dan Pengembangan SDM Kesehatan

2) Pembinaan Pekerjaan Kefarmasian

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



3) Pengendalian Kualitas Produk Alkes dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
6. Program Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Pelayanan Gizi
2) Pengembangan dan Kemitraan
7. Program Pemanfaatan Bahan Alam Dan Pelayanan Kestrad dalam Penguatan Derajat
Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Upaya Penguatan Mutu Produk
2) Promosi Pemanfaatan Obat Tradisional yang Baik dan Benar
3) Pengembangan Mutu Laboratorium Herbal
4) Pelayanan Kesehatan Tradisional
5) Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Tradisional yang Layak Pakai
8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSU Mohammad Noer Pamekasan,
dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
2) Ketatausahaan dan Kepegawaian
3) Pengelola Administrasi Keuangan
4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (RSU Mohammad Noer Pamekasan)
5) Pelayanan Kesehatan RS
9. Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSU Mohammad Noer Pamekasan, dengan
kegiatan sebagai berikut :
1) Penguatan Pelayanan RSU Mohammad Noer Pamekasan
10. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan RSU Karsa Husada Batu, dengan
kegiatan :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
2) Ketatausahaan dan Kepegawaian
3) Pengelola Administrasi Keuangan
4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (RSU Karsa Husada Batu)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024



11.

12.

13.

14.

15.

16.

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU Karsa

Husada Batu, dengan kegiatan :

1) Penguatan Pelayanan RSU Karsa Husada Batu

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Jember

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan

4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Jember)

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Paru Jember, dengan kegiatan :

1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Jember

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Surabaya

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan

4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Surabaya)

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Paru Surabaya, dengan kegiatan :

1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Surabaya

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Dungus Madiun

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan

4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Dungus Madiun)
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17.

18.

19.

20.

21.

22

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Paru Dungus Madiun, dengan kegiatan :

1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Dungus

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Manguharjo

Madiun

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan

4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun)

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Paru Manguharjo Madiun, dengan kegiatan :

1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Kediri

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah

2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan

4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Kusta Kediri)

5) Pelayanan Kesehatan RS

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Kusta Kediri, dengan kegiatan :

1) Pelayanan Rumah Sakit Kusta Kediri

. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
2) Ketatausahaan dan Kepegawaian

3) Pengelola Administrasi Keuangan
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4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Kusta Sumberglagah)
5) Pelayanan Kesehatan RS
23.Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Sumberglagah, dengan kegiatan :
1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Kusta Sumberglagah
24.Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat
Surabaya
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah
2) Ketatausahaan dan Kepegawaian
3) Pengelola Administrasi Keuangan
4) Upaya Kesehatan Masyarakat dalam Pengendalian Penyakit Menular dan Penyait
Tidak Menular (Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya)
5) Pelayanan Kesehatan RS
25. Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit
Mata Masyarakat Surabaya, dengan kegiatan :
1) Penguatan Pelayanan Rumah Sakit Mata Masyarakat Surabaya
26. Program Pengelolaan Pelatihan Sumber Daya Kesehatan, dengan kegiatan :
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran Perangkat Daerah
2) Ketatausahaan dan Kepegawaian
3) Pengelola Administrasi Keuangan
4) Pengendalian Mutu Pelatihan
5) Pemenuhan sarana prasarana pelatihan kesehatan
27.Program Peningkatan Pelayanan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) UPT Pelatihan
Kesehatan Masyarakat Murnajati, dengan kegiatan :

1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif terangkum

dalam Tabel 6.1 (T-C.27) berikut ini.
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Tabel 6.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan dan UPT Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur

ln(‘:llkat.or T ¢ Kineria P dan K ka Pend. Kondisi Kinerja
Klr.ler]a Dat.a arget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan ok e e
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
; Program Sasaran, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df‘m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)

m @ 3 “ 6] (6) (N ® ©) (10 (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17 (18) (19) (20)
Meningkatnya Indeks Kesehatan 0.784 0.786 0.786 0.788 0.789 0.79 0.791 0.791 0
Derajat
Kesehatan
Masyarakat Jawal
Timur

Meningkatnya AHH 70.97 71.14 16,705,250,000 7138 17,825,000,000 71.54 18,400,000,000 717 20,328,750,000 71.86 21,342,555,433 72.02 20,739,350,807 429,88 [115,340,906,240
Status Kesehatan
Keluarga
1.02.15 Program Angka Kematian 9145 89.92 6,205,250,000 89,92 6,525,000,000 88.92 6,825,000,000 87.92 7,165,000,000 86.92 9,413,052,53 86 7,644,750,000 86 43,778,052,531
Penguatan Ibu per 100.000 1
Kesehatan kelahiran hidup
Masyarakat
Persentase 32,81 28 28 26 24 22 20 20
Stunting
Persentase Desa 48.04 56,46 56.46 62.35 67.64 7293 75.58 75.58
Sehat
1.02.15.001 Pembinaan Jumlah promosi 5 1,900,000,000 5 1,900,000,000 5 1,925,000,000 5 2,050,000,000 2,652,500,00 5 2,300,000,000 25 12,727,500,000
kemandirian kesehatan kreatif 0
masyarakat yang
hidup sehat dilaksanakan
Jumlah Kegiatan 13 13 14 15 16 17 88
Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas UKBM
1.02.15.002 Pembinaan Jumlah Kab/ Kota 12 2,750,000,000 12 2,825,000,000 15 3,050,000,000 15 3,215,000,000 18 4,065,552,53 19 3,250,000,000 91 19,155,552,531
Keluarga dengan capaian 1
Sehat persalinan di
faskes sesuai
target
Jumlah Kab/ Kota 12 12 15 15 15 17 86
dengan cakupan
bayi paripurna
sesuai target
Jumlah Kab/ Kota 36 36 37 38 38 38 223
dengan capaian
bayi yang
mendapat ASI
Eksklusif > 50%
1.02.15.003 Pembinaan Jumlah 4800 1,055,250,000 4800 1,300,000,000 5300 1,325,000,000 5750 1,350,000,000 6200 1,717,500,00 6200 1,488,375,000 33050 8,236,125,000
Kesehatan desa/kelurahan 0
Lingkungan yang sudah ODF
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Tujuan

Sasaran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(outcome)
dan

Kegiatan
(output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra Perangkat

Daerah

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target Rp.

Target Rp.

m

@

3

)

6]

(6

(N

®

)

(10)

(11

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

17) (18)

(19) (20)

Persentase
rumah tangga
akses terhadap
air bersih
berkualitas
(layak)

91

91

92

93

94

94

94

1.1.02.15.004

Pembinaan
Kesehatan
Kerja dan
Olah Raga

Jumlah Pos Upaya
Kesehatan Kerja
(UKK) yang
terbentuk

1125

500,000,000

1125

500,000,000

1150

525,000,000

1175

550,000,000

1200

977,500,000

1200 606,375,000

6975 3,658,875,000

Persentase
Jamaah Haji yang
di ukur
kebugaran

asmani

78

80

83

85

85

85

1.1.02.16

Program
Peningkatan
Pelayanan Gizi
Masyarakat

% peningkatan
pelayanan gizi
pada kelompok
rawan gizi secara
paripurna

10

15

1,800,000,000

1,800,000,000

1,900,000,000

25

2,202,500,000

30

2,047,500,00
0

35 2,237,125,000

35 11,987,125,000

1.02.16.001

Kegiatan
Penyelenggar
aan Pelayanan
Gizi

Jumlah
masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan  gizi
(di dalam dan di
luar gedung)

5000

10000

800,000,000

10000

800,000,000

12500

850,000,000

15000

1,002,500,000

16500

892,500,000

20000 937,125,000

8400 5,282,125,000

1.02.16.002

Kegiatan
Pengembanga
n dan
Kemitraan

Jumlah Promosi
dan Inovasi
pengembangan
produk gizi yang
dimanfaatkan
masyarakat

10

1,000,000,000

1,000,000,000

1,050,000,00

25

1,200,000,000

30

1,155,000,00
0

35 1,300,000,000

130 6,705,000,000

Jumlah Dokumen
Kerjasama
kemitraan lintas
sektor dan lintas
program

31

1.02.17

Program
Pencegahan
dan
Pengendalian
Penyakit

Persentase
kab/kota dengan
cakupan deteksi
dini kasus baru
penyakit sesuai
target

44

8,700,000,000

44

9,500,000,000

9,675,000,000

55

10,961,250,000

60

9,882,002,902

65 10,857,475,807

65 59,575,728,709

Persentase
kab/kota dengan
keberhasilan
tatalaksana
penyakit sesuai
target

42

71

75

78

82

87

87

Persentase KLB
skala provinsi
yang ditangani
sesuai standar

100

100

100

100

100

100

100

100
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Indikator IR
A N Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan A1 S ———
TCIETR ot Renstra Perangkat

Program Sasaran, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun

Kegiatan (outcome) Awal
dan Perencana

Kegiatan an

(output)

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

m @ 3 ) 6] (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.02.17.001 Pencegahan Jumlah kab /kota 17 3,700,000,000 17 3,700,000,000 19 3,750,000,000 21 3,950,000,000 23 3,740,000,00 23 4,030,600,807 120 22,870,600,807
dan dengan cakupan 0

pengendalian deteksi dini
penyakit penyakit menular
menular sesuai target

Jumlah kab /kota 27 27 29 30 32 32 177
dengan cakupan
tatalaksana
penyakit
menular yang
ditemukan sesuai

target
1.02.17.002 Pencegahan Jumlah kab/kota 19 3,000,000,000 19 3,380,000,000 22 3,421,500,000 25 4,011,250,000 3,552,580,46 28 4,000,000,000 113 21,365,330,462
dan dengan cakupan 2
pengendalian deteksi dini
penyakit tidak penyakit tidak
menular menular dan

kesehatan jiwa
sesuai target

Jumlah kab/kota 19 19 21 23 25 25 132
dengan cakupan
tatalaksana
penyakit tidak
menular dan
kesehatan jiwa
sesuai target

1.02.17.003 Surveilans Jumlah Kab/Kota 30 1,500,000,000 30 1,750,000,000 35 1,800,000,000 38 2,050,000,000 38 1,801,922,44 38 2,000,000,000 209 10,901,922,440
dan Imunisasi dengan verifikasi 0
alert sesuai target

Jumlah Kab/kota 30 30 35 38 38 38 209
dengan cakupan
inverstigasi
(PE/Penyelidikan
Epidemiologi)
KLB > 80 %

Jumlah Kab/Kota 30 30 35 38 38 38 209
yang mencapai
Imunisasi Dasar
Lengkap sesuai
target

1.02.17.004 Penanggulangan | Persentase 100 500,000,000 100 670,000,000 100 703,500,000 100 950,000,000 100 787,500,000 100 826,875,000 100 4,437,875,000
KLB Pelayanan
Kesehatan
bagi orang
terdampak dan
beresiko pada
situasi KLB
Provinsi

Meningkatnya Persentase RS 40 50 80,075,000,000 60 56,450,000,000 65 56,800,000,000 70 57,464,125,000 75 61,332,200,00 80 56,057,141,563 80 368,178,466,563
Akses dan Mutu yang 0

Pelayanan terakreditasi
Kesehatan paripurna

1.02.18 Program Persentase FKTP 22,31 35 69,525,000,000 35 47,575,000,000 45 47,725,000,000 55 47,917,500,000 65 51,314,150,00 75 45,419,125,000 75 309,475,775,00
Pembinaan yang 0 0
Akses dan terakreditasi
Mutu
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Indikator

Kondisi Kinerja

inerj Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan . A
Klr.ler]a Dat_a 8 ) 13 g pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
; Program Sasaran, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 ) 6] (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Pelayanan
Kesehatan
Persentase RS 83,42 87 87 91 94 97 100 100
yang
terakreditasi
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
penduduk
terdampak krisis
kesehatan akibat
bencana dan atau
berpotensi
bencana skala
provinsi yang
dilayani
1.02.18.001 Penguatan Jumlah 269 2,825,000,000 269 2,655,000,000 309 2,671,500,000 349 2,717,500,000 389 5,954,150,00 3,200,000,00 1585 20,023,150,000
Pelayanan Puskesmas yang 0
Kesehatan memberikan
Primer pelayanan sesuai
Standar
Jumlah Jaringan 3011 3011 3559 4654 5476 19711
Puskesmas yang
menerapkan
strategi pergi
berdansa di masa
senja
Jumlah Kab/Kota 17 17 24 38 31 127
yang
melaksanakan
Intervensi
Keluarga Sehat
1.02.18.002 Penguatan Jumlah pelayanan 30 1,200,000,000 30 1,250,000,000 45 1,300,000,000 60 1,350,000,000 75 1,417,500,00 1,450,000,000 240 7,967,500,000
Pelayanan kesehatan 0
Kesehatan tradisional
Tradisional sesuai standar
1.02.18.004 Pelayanan Jumlah 6388 62,500,000,000 6388 41,000,000,000 6388 41,000,000,000 12776 | 41,000,000,000 41,000,000,000 39,000,000,000 31940 265,500,000,000
Pembiayaan masyarakat
bagi miskin yang
Masyarakat dibiayai
Miskin
1.02.18.005 Penguatan Jumlah Rumah 38 2,500,000,000 38 2,000,000,000 42 2,050,000,000 45 2,100,000,000 51 2,155,000,00 942,250,000 214 11,747,250,000
Pelayanan Sakit sesuai
Kesehatan Standar
Rujukan
Jumlah Labkesda 17 17 22 27 31 114
sesuai Standar
1.02.18.006 Penanggulang Persentase 100 500,000,000 100 670,000,000 100 703,500,000 100 750,000,000 100 787,500,000 100 826,875,000 100 4,237,875,000
an bencana Pelayanan
dan krisis Kesehatan bagi
kesehatan penduduk

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 [y40)




Indikator Kondisi Kinerja

](ir.lerja Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
Program Sasaran, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
(€] 0] (3 4 ) (6) (7) (8) (€)] (10) (11 (12) (13) (14) (15) (16) a7y (18) (19) (20)
terdampak Krisis
Kesehatan
Akibat bencana
dan/atau
berpotensi
bencana
1.02.19 Program Persentase 55 60 8,000,000,000 60 6,325,000,000 65 6,450,000,000 70 6,650,000,000 75 6,982,500,00 80 7,450,000,000 80 41,857,500,000
Pengelolaan fasilitas 0
Sumber Daya pelayanan
Kesehatan kesehatan

dengan tenaga
kesehatan sesuai
standar

Persentase 90 92 92 93 94 95 96 96
Kabupaten/Kota
dengan
ketersediaan obat
dan vaksin

Persentase 60 65 65 70 75 80 85 85
fasilitas
pelayanan
kesehatan dengan
alkes sesuai
standar

1.02.19.001 Per Jumlah dok 39 3,000,000,000 39 2,725,000,000 39 2,800,000,000 39 2,900,000,000 39 3,045,000,00 39 3,200,000,000 234 17,670,000,000
dan rencana 0

Pengembanga kebutuhan SDM
n SDM kesehatan

K

Jumlah quality 20 20 30 40 50 50 210
control pada
pelatihan bidang
kesehatan yang
diselenggarakan
oleh institusi
pelatihan yang
terakreditasi

1.02.19.002 Pembinaan Jumlah fasilitas 12 3,000,000,000 12 2,325,000,000 14 2,350,000,000 16 2,400,000,000 18 2,520,000,00 2,700,000,00 72 15,295,000,000
Pekerjaan kefarmasian 0
Kefarmasian sesuai standar

Jumlah Kab./Kota 12 12 14 16 18 72
dengan fasilitas
kesehatan
menerapkan
Penggunaan Obat
Rasional (POR)
sesuai standar

Jumlah 18 18 15 18 21 90
kabupaten/kota
dengan fasilitas
Industri Rumah
Tangga Pangan
(IRTP) sesuai
standar
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Indikator

Kondisi Kinerja

](ir.lerja Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 (C] 5 (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
1.02.19.003 Pengendalian Jumlah sarana 72 2,000,000,000 72 1,275,000,000 108 1,300,000,000 144 1,350,000,000 180 1,417,500,00 1,550,000,000 576 8,892,500,000
Kualitas produksi dan 0
Produk Alkes distribusi Alkes
dan dan PKRT sesuai
Perbekalan standar
Kesehatan
Rumah
Tangga
(PKRT)
Jumlah fasilitas 32 32 48 60 76 248
pelayanan
kesehatan dengan
alkes terkalibrasi
1.02.20 Program Persentase 87 2,550,000,000 87 2,550,000,000 89 2,625,000,000 91 2,896,625,000 93 3,035,550,00 95 3,188,016,563 95 16,845,191,563
Peningkatan kepuasan 0
Pemanfaatan pengunjung ke
Bahan Alam UPT Lab Herbal
dan Pelayanan Materia Medica,
Kesehatan Batu
Tradisional
1.02.20.001 Upaya persentase 60 200,000,000 60 200,000,000 70 200,000,000 75 200,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 80 1,200,000,000
Penguatan jumlah simplisia
Mutu Produk yang memenuhi
standar CPOTB
1.02.20.002 Promosi Jumlah peserta 4000 250,000,000 4000 250,000,000 5000 250,000,000 6000 360,000,000 7000 375,000,000 8000 395,000,000 34000 1,880,000,000
pemanfaatan yang
obat mendapatkan
tradisional sosialisasi/promo
yang baik dan si pemanfaatan
benar obat tradisional
1.02.20.003 Pengembanga Persentase hasil 35 250,000,000 35 250,000,000 40 262,500,000 45 361,625,000 50 376,800,000 55 395,079,063 55 1,896,004,063
n mutu mutu
laboratorium laboratorium
herbal herbal sesuai
standar Good
Laboratory
Practice (GLP)
1.02.20.004 Pelayanan jumlah 960 250,000,000 960 250,000,000 1200 262,500,000 1300 275,000,000 1400 298,750,000 1440 323,687,500 7260 1,659,937,500
Kesehatan pengunjung
Tradisonal sarana kesehatan
tradisional di
Griya sehat UPTD
1.02.20.005 Peningkatan Persentase 65 1,600,000,000 65 1,600,000,000 70 1,650,000,000 75 1,700,000,000 80 1,785,000,00 85 1,874,250,00 85 10,209,250,000
dan jumlah sarana 0
pengembanga dan prasarana
n sarana dan kesehatan
prasarana kes tradisional di
trad di UPT UPTD yang layak
yang layak pakai
pakai
Meningkatnya Nilai evaluasi 82,46 8294 21,200,688,210 8294 23,368,553,300 83.18 23,901,837,000 83.42 22,848,154,200 83.66 20,707,747,66 83.90 30,375,968,130 83.90 | 142,402,948,50
akuntabilitas implementasi 7 7
kinerja Perangkat SAKIP Perangkat
Daerah Daerah
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Tujuan

Sasaran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(outcome)
dan

Kegiatan
(output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra Perangkat

Daerah

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

m

@

3

)

6]

(6

(N

®

)

(10)

(11

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a7

(18)

(19)

(20)

1.02.01

Program
Pelayanan
Kesekretariat
an

Persentase
indikator
program Dinas
Kesehatan yang
tercapai

85,71

86

21,200,688,210

86

23,368,553,300

88

23,901,837,000

88

22,848,154,200

90

20,707,747,66
7

94

30,375,968,130

94

142,402,948,507

Persentase
realisasi
anggaran Dinas
Kesehatan

92,09

92.2

92.2

92.4

92.6

92.8

93

93

Indeks
profesionalitas
ASN

86.5

86.5

87

87.5

88

88.5

524

1.02.01.001

P
Dokumen
Perencanaan
dan Anggaran

Jumlah dok
penyusunan
perencanaan dan
anggaran Dinas
Kesehatan

100

1,500,000,000

100

1,565,000,000

100

1,643,250,000

1,700,337,500

1,820,004,37
5

2,671,488,032

100

10,900,079,907

1.02.01.002

Pengelolaan
Administrasi
Keuangan

Jumlah laporan
pertanggung
jawaban
keuangan

6,150,000,000

7,116,419,700

7,158,278,586

7,206,841,156

7,241,850,22
1

9,276,292,374

44,149,682,037

1.02.01.003

Jumlah dok

ndan

ketatausahaan

dan kep

13,550,688,210

14,687,133,600

15,100,308,414

13,940,975,544

11,645,893,07
1

18,428,187,724

87,353,186,563

RSU M NOER
PAMEKASAN

1.02.35

Program
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Rumah Sakit
Umum
Mohammad
Noer

P

Persentase
indikator
program yang
tercapai (RSUM
Noer Pamekasan)

75

80

80

3,643,034,200

85

2,411,650,500

90

1,535,006,800

95

1,435,600,00
0

100

160,544,817,0
00

100

169,570,108,59
0

Indeks
profesionalitas
ASN (RSU M Noer
Pamekasan)

73

75

77

80

82

82

Persentase
realisasi
anggaran (RSUM
Noer Pamekasan)

93

94

94

95

96

97

98

98

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RSU
M Noer

80

80

85

90

95

100

100

Indeks kepuasan
masyarakat (RSU
M Noer

Pamel )

3,23

3,25

3,25

3.27

329

331

3.33

3.33
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Indikator

Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 (C] 5 (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1.02.36 Program Persentase 70 22,218,000,00 70 23,784,000,00 72 25,425,000,00 74 27,067,000,00 76 27,603,444,0 78 28,600,902,70 78 154,698,346,70
Peningkatan pencapaian 0 0 0 0 00 0 0
Pelayanan standar
Badan pelayanan
Layanan minimal (SPM)

Umum Daerah (RSU M Noer
(BLUD) Pamekasan)
Rumah Sakit
Umum
Mohammad
Noer
Pamekasan
RSU KARSA
HUSADA BATU

1.02.21 Program Persentase 83 83 83 92 92 100 100
Peningkatan indikator
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RSU
Kesehatan Karsa Husada
Rumah Sakit Batu)

Umum Karsa
Husada Batu
Indeks 94,29 0 94,29 5,179,000,100 94,29 5,073,584,000 94,29 5,076,483,000 94,29 5,078,483,00 94,29 5,081,483,000 94,29 | 25,489,033,100
profesionalitas 0
ASN (RSU Karsa
Husada Batu)
Persentase 89,46 90 90 90 93 95 95 95
realisasi
anggaran (RSU
Karsa Husada
Batu)
Persentase 85,26 90 90 90 95 95 95 95
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RSU
Karsa Husada
Batu)
Indeks kepuasan 84,42 85 85 86 87 88 89 89
masyarakat (RSU
Karsa Husada
Batu)

1.02.22 Program Persentase 74,73 83 0 83 65,549,723,00 85 66,711,456,10 87 67,823,480,60 89 69,807,284,5 90 72,549,564,00 90 342,441,508,20
Peningkatan pencapaian 0 0 0 0 0 0
Pelayanan standar
Badan pelayanan
Layanan minimal (SPM)

Umum Daerah (RSU Karsa
(BLUD) Husada Batu)
Rumah Sakit
Umum Karsa
Husada Batu
RS PARU
JEMBER

1.02.23 Program Persentase 76 17,055,991,00 76 2,569,434,600 80 2,747,705,700 83 2,951,207,500 86 3,537,275,40 89 4,457,673,000 89 33,319,287,200
Peningkatan indikator 0 0
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RS Paru
Kesehatan Jember)

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 B!




Tujuan

Sasaran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(outcome)
dan

Kegiatan
(output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra Perangkat

Daerah

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

m

@

3

)

6]

(6

(N

®

)

(10)

(11

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a7

(18)

(19)

(20)

Rumah Sakit
Paru Jember

Indeks
profesionalitas
ASN (RS Paru
Jember)

90,41

90,41

90,41

90,41

90,41

90,41

90,41

Persentase
realisasi
anggaran (RS
Paru Jember)

84,78

81

81

84

87

91

93

93

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Paru Jember)

82,25

90

90

91

92

93

94

94

Persentase kasus
Tuberkulosis
yang diobati dan
sembuh dalam
program DOTS
(RS Paru Jember)

91

95

95

95

96

96

96

96

1.02.24

Program
Peningkatan
Pelayanan
Badan
Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Rumah Sakit
Paru Jember

Persentase
pencapaian
indikator
Pelayanan RS (RS
Paru Jember)

90

29,262,900,00
0

90

28,785,000,00
0

92

29,075,000,00
0

94

29,365,750,00
0

96

29,660,000,0
00

96

29,956,600,00
0

96

176,105,250,00
Omadiu

RS PARU
SURABAYA

1.02.33

Program
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Rumah Sakit
Paru Surabaya

Persentase
indikator
program yang
tercapai (RS Paru
Surabaya)

50

57

4,329,784,432

1,879,316,400

71

2,280,752,700

85

2,704,461,500

100

3,459,134,40
0

100

4,502,433,800

100

19,155,883,232

Indeks
profesionalitas
ASN (RS Paru
Surabaya)

79

81

81

82

83

84

85

85

Persentase
realisasi
anggaran (RS
Paru Surabaya)

91,14

93

93

93,5

94

95

96

96

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Paru Surabaya)

90

100

100

100

100

100

100
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Indikator

Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 ) 6] (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase kasus 70,52 75 75 80 85 90 95 95
Tuberkulosis
yang diobati dan
sembuh dalam
program DOTS
(RS Paru
Surabaya)

1.02.34 Program Persentase 66,7 83 17,000,000,00 83 25,000,000,00 83 25,000,000,00 100 25,000,000,00 100 25,000,000,0 100 25,000,000,00 100 142,000,000,00
Peningkatan pencapaian 0 0 0 0 00 0 0
Pelayanan indikator
Badan Pelayanan RS (RS
Layanan Paru Surabaya)

Umum Daerah

(BLUD)

Rumah Sakit

Paru Surabaya
RS PARU
DUNGUS
MADIUN

1.02.25 Program Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan indikator
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RS Paru
Kesehatan Dungus Madiun)

Rumah Sakit
Paru Dungus
Madiun
Indeks 100 100 100 100 100 100 100 100
profesionalitas
ASN (RS Paru
Dungus Madiun)
Persentase 92,99 99 99 99 99 99 99 929
realisasi
anggaran (RS
Paru Dungus
Madiun)
Persentase 85 85,5 85,5 86 86,5 87 87,5 87,5
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Paru Dungus
Madiun)
Persentase kasus 83 85 18,172,785,18 85 3,286,901,600 85 3,500,273,100 85 3,725,482,900 85 4,126,606,90 85 4,681,141,700 85 37,493,191,380
Tuberkulosis 0 0
yang diobati dan
sembuh dalam
program DOTS
(RS Paru Dungus
Madiun)

1.02.26 Program Persentase 82,5 85 10,000,000,00 85 11,000,000,00 87,5 11,000,000,00 90 11,000,000,00 92,5 11,000,000,0 94 11,000,000,00 94 65,000,000,000
Peningkatan pencapaian 0 0 0 0 0
Pelayanan indikator
Badan Pelayanan RS (RS
Layanan Paru Dungus
Umum Daerah Madiun)

(BLUD)
Rumah Sakit
Paru Dungus
Madiun
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Indikator

Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 ) 6] (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
RS PARU
MANGUHAR]JO
MADIUN
1.02.37 Program Persentase 100 100 9,830,812,000 100 5,096,482,700 100 5,062,206,000 100 5,037,124,100 100 5,048,672,70 100 5,179,373,900 100 35,254,671,400
Peningkatan indikator 0
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RS Paru
Kesehatan Manguharjo
Rumah Sakit Madiun)
Paru
Manguharjo
Madiun
Indeks 80 80 80 80 80 80 80 80
profesionalitas
ASN (RS Paru
Manguharjo
Madiun)
Persentase 84 86 86 87 88 89 90 90
realisasi
anggaran (RS
Paru Manguharjo
Madiun)
Persentase 80 81 81 82 83 84 85 85
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Paru Manguharjo
Madiun)
Persentase kasus 90 90 90 90 90 90 90 90
Tuberkulosis
yang diobati dan
sembuh dalam
program DOTS
(RS Paru
Manguharjo
Madiun)
1.02.38 Program Persentase 90 90 5,750,000,000 90 6,000,000,000 90 6,200,000,000 90 6,400,000,000 90 6,700,000,00 90 7,000,000,000 90 38,050,000,000
Peningkatan pencapaian 0
Pelayanan indikator
Badan Pelayanan RS (RS
Layanan Paru Manguharo
Umum Daerah Madiun)
(BLUD)
Rumah Sakit
Paru
Manguharjo
Madiun
RS KUSTA
KEDIRI
1.02.27 Program Persentase 70 80 80 80 85 85 920 90
Peningkatan indikator
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RS
Kesehatan Kusta Kediri)
Rumah Sakit
Kusta Kediri

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024 S&#




Tujuan

Sasaran

Kode

Program
dan
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(outcome)
dan

Kegiatan
(output)

Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencana
an

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kondisi Kinerja
pada akhir periode
Renstra Perangkat

Daerah

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

m

@

3

)

6]

(6

(N

®

)

(10)

(11

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

a7

(18)

(19)

(20)

Indeks
profesionalitas
ASN (RS Kusta
Kediri)

70

80

80

85

90

92

95

95

Persentase
realisasi
anggaran (RS
Kusta Kediri)

90,04

100

100

100

100

100

100

100

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Kusta Kediri)

57

65

65

70

75

80

85

85

Persentase
cakupan
penemuan kasus
baru kusta tanpa
cacat

(RS Kusta Kediri)

16,562,483,97
2

2,634,031,300

2,277,913,300

1,929,778,100

1,700,266,50
0

1,574,203,800

26,678,676,972

1.02.28

Program
Peningkatan
Pelayanan
Badan
Layanan
Umum Daerah
(BLUD)
Rumah Sakit
Kusta Kediri

Persentase
pencapaian
indikator
Pelayanan RS (RS
Kusta Kediri)

68

72

6,500,000,000

7,000,000,000

74

7,500,000,000

76

8,000,000,000

78

8,500,000,00
0

80

9,000,000,000

80

46,500,000,000

RS KUSTA
SUMBERGLAGA
H MOJOKERTO

1.02.29

Program
Peningkatan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
Rumah Sakit
Kusta
Sumberglagah
Mojokerto

Persentase
indikator
program yang
tercapai (RS
Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)

714

77

13,075,402,00
0

2,981,923,500

80

2,594,575,500

83

2,218,433,800

85

2,379,849,80
0

87

3,005,854,900

87

26,256,039,500

Indeks
profesionalitas
ASN (RS Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)

82

86

86

87

88

89

90

90

Persentase
realisasi
anggaran (RS
Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)

82,17

91

91

92

93

94

95

95

Persentase
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)

89,01

92

92

94

95

97

100

100
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Indikator

Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 (C] 5 (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Persentase 37,93 25 25 20 15 10 5 5
cakupan
penemuan kasus
baru kusta tanpa
cacat (RS Kusta
Sumberglagah
Mojokerto)

1.02.30 Program Persentase 71,4 80 44,775,000,00 80 42,908,385,00 83 43,981,094,00 85 45,080,622,00 87 46,207,638,0 90 47,362,829,00 90 270,315,568,00
Peningkatan pencapaian 0 0 0 0 00 0 0
Pelayanan indikator
Badan Pelayanan RS (RS
Layanan Kusta
Usaha Daerah Sumberglagah
(BLUD) Mojokerto)

Rumah Sakit

Kusta

Sumberglagah

Mojokerto
RS MATA
MASYARAKAT
SURABAYA

1.02.31 Program Persentase 100 100 9,880,176,766 100 9,047,171,164 100 26,306,880,37 100 26,096,254,85 100 25,450,348,1 100 27,271,710,38 100 124,052,541,67
Peningkatan indikator 5 9 4 9
Mutu program yang
Pelayanan tercapai (RS Mata
Kesehatan Masyarakat
Rumah Sakit Surabaya)

Mata
Masyarakat
Jawa Timur
Indeks 65 83 83 86 89 92 95 95
profesionalitas
ASN (RS Mata
Masyarakat
Surabaya)
Persentase 90,62 100 100 100 100 100 100 100
realisasi
anggaran (RS
Mata Masyarakat
Surabaya)
Persentase 95 100 100 100 100 100 100 100
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit (RS
Mata Masyarakat
Surabaya)
Persentase kasus 60 87 87 89 91 93 95 95
kelainan mata
yang tertangani
secara paripurna
(RS Mata
Masyarakat
Surabaya)

1.02.32 Program Cost Recovery 95,6 100 44,000,000,00 100 44,937,625,00 100 46,066,540,62 100 47,307,429,14 100 48,408,989,8 100 49,623,214,61 100 280,343,799,25
Peningkatan Rate (CRR) (RS 0 0 5 1 6 1
Pelayanan Mata Masyarakat
Badan Surabaya)
layanan
Umum Daerah
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Indikator

Kondisi Kinerja

Klr.ler]a Dat.a Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan pada akhir periode
Tujuan, Capaian Renstra Perangkat
BIOETE ST, pada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Daerah
Tujuan Sasaran Kode dan Program Tahun
Kegiatan (outcome) Awal
df’m Perencana Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
Kegiatan an
(output)
m @ 3 ) 6] (6 (N ® ) (10) (1 (12) (13) (14 (15) (16) (17) (18) (19) (20)
(BLUD)
Rumah Sakit
Mata
Masyarakat
Jawa Timur
LATKESMAS
MURNAJATI
LAWANG
1.02.39 Program Persentase 77 76 76 78 80 82 82 82
Pengelolaan indikator
Pelatihan program yang
Sumber Daya tercapai
Kesehatan (Latkesmas
Murnajati
Lawang)
Indeks 84,28 84,28 84,28 84,28 84,28 84,28 84,28
profesionalitas
ASN (Latkesmas
Murnajati
Lawang)
Persentase 82 90 90 90 90 90 90 90
realisasi
anggaran
(Latkesmas
Murnajati
Lawang)
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
pemenuhan
sarana prasarana
peralatan di
rumah sakit
(Latkesmas
Murnajati
Lawang)
Persentase 100 100 100 1,630,193,400 100 1,393,496,200 100 1,171,407,600 100 1,166,398,90 100 1,350,701,000 100 6,712,197,100
Sumber Daya 0
Manusia
Kesehatan yang
mempunyai
sertifikat
Pelatihan
(Latkesmas
Murnajati
Lawang)
1.02.40 Program Persentase 90 85 85 16,000,000,00 90 16,500,000,00 95 17,000,000,00 100 17,500,000,0 100 18,000,000,00 100 85,000,000,000
Peningkatan pencapaian SPM 0 0 0 00 0
Pelayanan sesuai target
Badan (Latkesmas
layanan Murnajati
Umum Daerah Lawang)
(BLUD) UPT
Pelatihan
Kesehatan
Masyarakat
Murnajati
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar dengan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat, berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
beserta UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang secara langsung menunjukkan
kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Indikator berikut merupakan
indikator program yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan
UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan UPT Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi N

Kinerja Kondisi

pada awal Target Capaian Setiap Tahun ngrla
No Indikator periode pada
RPJMD akhir

periode

Tahun Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun RPJMD
2018 2019 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9) (10)
1 | Indeks Kesehatan 0,785 0,786 | 0,788 | 0,789 | 0,790 | 0,791 0,791

Indeks Kesehatan adalah besarnya (persen) pencapaian kondisi kesehatan dengan

kondisi yang ideal diharapkan dicapai oleh masyarakat Indonesia, idealnya 100%.

Formulasi Indeks Kesehatan = [e0-eOmin]

[EOmaks - eOmin]

e0 atau Life Expectancy = AHH (Angka Harapan Hidup Saat Lahir), didefinisikan sebagai
rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. AHH
mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan
survei kependudukan. Adapun nilai EOmin = 20 dan EOmaks = 85. Nilai minimum dan
maksimum ini menggunakan standar internasional (UNDP) dan BPS, Dimana 20 tahun
adalah justifikasi bahwa usia awal manusia saat ada dan saat ini tidak ada yg punya usia
harapan hidup kurang dari 20 tahun. Sedangkan maks usia 85 tahun adalah target

realistis negara2 di dunia 30 tahun mendatang.
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BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 -2024 yang
berisi tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan berikut indikator
kinerjanya diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan kesehatan di Jawa
Timur selama kurun waktu 5 tahun kedepan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari
visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur di bidang kesehatan, yang akan
menjadi arahan bersama bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur beserta UPT Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan pesat dan tidak dapat diprediksi
yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat
nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan
sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Tentunya rencana strategis ini hanya akan sangat bermanfaat bila semua pelaku
pembangunan kesehatan bekerja penuh dedikasi dan berorientasi pada tujuan akhir
pembangunan sebagaimana amanah para pendiri Republik Indonesia yang tersurat

dalam pembukaan UUD 1945.
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